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NIM  : 10100108033 
Judul Skripsi  : Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami pada Pengadilan      
Agama Klas IA Makassar  
  
Skripsi ini membahas masalah penyelesaian harta bersama perkawinan 
poligami. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian 
kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data yang terkumpul diolah dengan 
menggunakan metode induksi dan deduksi. 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki 
mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta 
bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri 
antara para istri, dan istri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad 
perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang 
diperoleh dari perkawinan sebelumnya.  
 
Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap 
harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan pembagian ½ bagian menjadi 
hak istri dan ½ bagian menjadi hak suami dari harta bersama dibagi kepada seluruh 
istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang 
mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama 







A. Latar Belakang Masalah 
Manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan, karena sejatinya 
sejak manusia dilahirkan telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup 
bersama dengan orang lain. Demikian pula di antara pria dan wanita itu selalu saling 
membutuhkan, seperti firman Allah swt dalam Q.S Ar-Ruum/30 : 2 
 ْنِمَوِْْهِتَايآْ َْنأََْْقلَخْمُكَلْ ْن ِ مْ ْمُكُِسفَنأْْ اجاَو  َزأْاُونُك  َستِ لْاَه َيِلإَْْلَعَجَوْمُكَن َيبْْ ةَّدَو َّمْْ ةَم  حَرَوَِّْْنإْيِفَْْكَِلذْ ْتَايَلَْ ْم  َوقِ لْ
َْنوُرَّكََفَتيْ﴿٢١﴾ْْ
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu 
pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, 
dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.1 
Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah untuk membentuk keluarga 
dan melestarikan keturunan. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan ini membentuk keluarga yang 
baik, bahagia lahir batin. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan 
keluarga yang bahagia, langgeng, aman, tentram sepanjang hayat. Dalam perkawinan 
tentunya ada masalah yang dapat membuat perkawinan putus atau bercerai baik itu 
cerai hidup, cerai mati (salah satunya meninggal) ataupun suami yang berpoligami. 
Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’/4 : 3 Allah saw berfirman: 
                                                          





 ِْنإَوْ ُْمت فِخََّْْلأْْ اوُطِس ُقتْيِفْىَمَاتَي لاْْ اوُحِكناَفْاَمَْْباَطْمُكَلَْْن ِ مْءاَسِ نلاَْىن ثَمََْْثُلاثَوَْْعَابُرَوْ ْنِإَفْ ُْمت فِخََّْْلأْْ اُولِد َعتْ
ْ َةدِحاََوفْ َْوأْاَمْ ْتَكَلَمْ ْمُُكناَم َيأَْْكَِلذَْىن َدأََّْْلأْْ اُولُوَعتْ﴿٣﴾ 
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim),  
maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain) : dua, tiga atau 
empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka seorang saja, 
atau, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.2 
 
Poligami masih menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat tetapi hal ini 
merupakan bagian dari nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan poligami 
seperti dalam ayat tersebut diatas membolehkan suami beristri sampai empat orang, 
namun poligami tidak serta merta dapat dilakukan karena memiliki syarat dan 
ketentuan izin dari istri sebelumnya. Di samping itu suami harus terlebih dahulu 
mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka 
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama baru 
dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 
yaitu : 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Namun, hal yang banyak terjadi dalam masyarakat ialah praktik poligami 
tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan agama dan undang-undang sehingga 
                                                          




banyak menimbulkan masalah dalam perkawinan itu sendiri. Salah satu permasalahan 
yang terjadi ialah mengenai pembagian harta bersama. 
Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi 
mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi 
suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami 
istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya 
terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak 
dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum 
kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan 
keluarga.3 
Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam 
perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung 
menjadi harta bersama.4 Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.5 Suami 
maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah 
                                                          
3 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Cet. I; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 5. 
4 Bahder  Johan Nasution dan Sri Warjinati, Hukum Perdata Islam, (Cet. I; Bandung,  Mandar 
Maju, 1997), h. 33. 





diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan 
persetujaun kedua belah pihak.  
Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta bersama, banyaknya 
jumlah harta bersama tergantung pada istri yang dikawini seorang suami.6 Harta 
bersama menjadi sesuatu yang amat penting karena menyangkut hak. Dalam hal 
seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu 
sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang 
jelas mengenai pembagian harta tersebut. Pembagian harta bersama ini harus 
dilakukan karena harta bersama tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja, 
memanipulasi harta bersama atau menggabungkan harta bersama dengan perkawinan 
berikutnya. Tindakan-tindakan tersebut akan menjadi ajang persengketaan. Dan 
lembaga peradilan akan berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang 
terjadi. Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama akan menjadi media 
persengketaan harta poligami, dan tentunya akan mengeluarkan argumentasi masing-
masing untuk mendapatkan apa yang dipersengketakan. 
Deskripsi sederhana di atas tentunya melahirkan pertanyaan mengenai aturan 
hukum yang akan diterapkan untuk penyelesaian harta bersama tersebut. Di dalam 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  
telah dirumuskan bentuk harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini bertujuan 
                                                          
6 M. Yahya harahap, Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Cet. II; Jakarta,  





guna menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam kedudukannya 
sebagai kepala keluarga dapat bertindak sesuka hati menjual atau menghibahkan harta 
bersamanya dengan istri berikutnya tanpa memperdulikan kesejahteraan keluarganya. 
Untuk itu Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam diberikan wewenang untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa 
mengenai harta bersama perkawinan poligami. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas kiranya dapat memberikan gambaran mengenai pokok 
permasalahannya yakni: “Bagaimana Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan 
Poligami pada Pengadilan Agama Klas IA Makassar”. Dan agar permasalahan lebih 
terarah maka pembahasan diuraikan dalam sub masalah yakni : 
1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam 
penyelesaian harta bersama perkawinan poligami. 
2. Bagaimana tata cara pemeriksaan harta bersama perkawinan poligami di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar. 
3. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Klas IA dalam 
menyelesaiakan perkara harta bersama perkawinan poligami. 
C. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional 
Untuk mendapatkan kejelasan pemahaman tentang judul dan arah 
pembahasan, maka penulis menguraikan tentang pengertian dari beberapa kata yang 
digunakan dalam judul skripsi “ Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan 




Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan terhitung 
sejak tanggal berlangsungnya pernikahan.7 
Perkawinan merupakan perjanjian antara suami dan istri untuk membentuk 
keluarga guna melestarikan keturunan dengan terlebih dahulu melakukan  akad nikah 
sesuai hukum perkawinan Islam. 
Poligami adalah merupakan praktik pernikahan lebih dari satu istri. Hal ini 
berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. 
Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-
istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. 
Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara kekuasaan negara 
dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum 
dan keadilan.8 
Berdasarkan dari pengertian di atas maka definisi operasional judul penelitian 
adalah penyelesaikan sengketa harta bersama perkawinan poligami yang berdasar 
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama. 
 
D. Kajian Pustaka 
                                                          
7 M. Yahya Harahap, op. cit, h. 296. 
8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Cet. I, Bandung: 




Membahas tentang penyelesaian harta bersama perkawinan poligami pada 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar adalah penting dan dalam pembahasan ini, 
penulis merujuk pada beberapa literatur: 
Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, M. Yahya Harahap,  
S.H, dijelaskan pengertian dari harta bersama itu sendiri dan lebih khususnya 
pengertian dari harta bersama serial poligami dimana harta yang diperoleh selama 
perkawinan dengan istri sebelumnya tidak boleh dicampuri oleh istri berikutnya, 
karena masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pengaturan ini terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan pasal 65 ayat 
1 huruf b dan c UU No. 1 tahun 1974. Dalam pembagian harta bersama poligami ada 
asas yang berlaku sebagai patokan terbentuknya harta bersama dan terdapat dua 
pemecahan dalam hal pembagian harta bersama perkawinan poligami  
Hukum Perkawinan Islam, Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, menjelaskan 
harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum 
Islam. Menurutnya pengaturan tentang harta bersama selama perkawinan isteri 
mempunyai hak dan bila terjadi perselisihan diantara keduanya tentang harta 
bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan Agama. 
Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama, Drs. H.A. Mukti Arto, 
S.H, dalam buku ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata 
yang peruntukannya bagi orang Islam yang memiliki tugas dan wewenang dalam 
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang masuk. 




keluarga yang beragama Islam dalam hal perkawinan dan harta waris. Dalam hal 
sengketa harta bersama perkawinan poligami berlaku ketentuan-ketentuan yang akan 
berlaku jika pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami. 
Hukum Acara Peradilan Agama, Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A, 
dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya mengatur 
tentang susunan, kekuasaan, dan acara Peradilan Agama, khusus tentang acara 
Peradilan Agama Undang-undang tersebut tersendiri yang selebihnya diperlengkapi 
dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Oleh 
karena itu Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia. 
Hukum Perdata Islam, Bahder Johan Nasution, S.H., M. Hum dan Sri 
Warjiyati, S.H., M. Hum, dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yang di sejak 
dilangsungkannya perkawinan secara otomatis telah membentuk kepemilikan harta 
bersama dan di dalam hukum Islam harta bersama diakui karena merupakan hak 
milik seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’a ayat 32 dimana ayat ini 
mengisyaratkan pembagian harta bersama dilakukan secara adil. 
Risalah Nikah, H.S.A. Alhamdani, menjelaskan mengenai hukum perkawinan 
Islam yang bertujuan menjaga menjaga diri manusia dari hal yang dibenci Allah dan 
menciptakan keluarga yang sakinah, mawadda, warahmah. Dijelaskan pula mengenai 
poligami yang diperbolehkan dalam Islam tetapi ada syarat dan ketentuan yang 
dipenuhi sehingga poligami bukan suatu hal yang digampangkan untuk dilakukan 




Dari keenam buku referensi tersebut, pada intinya menegaskan bahwa istri 
yang dipoligami oleh suaminya mempunyai hak untuk memperoleh harta yang 
dimiliki setelah perkawinan dengan suaminya, dan penyelesaian harta bersama 
poligami merupakan salah satu perkara yang menjadi kompetensi di Pengadilan 
Agama. Dan sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan 
perkara harta bersama poligami dengan berdasar peraturan yang berlaku dan bernilai 
keadilan.  
Berdasarkan pembahasan dalam buku-buku dan kesimpulan tersebut, maka 
penulis merasa tertarik untuk membahasnya dengan keyakinan bahwa judul ini belum 
dibahas oleh penulis sebelumnya. 
E. Metode penelitian 
Metode  yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 
1. Metode Pendekatan  
Guna memperoleh hasil kajian yang baik sebagaimana yang diharapkan, 
maka dalam kajian ini dilakukan dengan memakai pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan yuridis, yaitu penulis menelusuri sistem hukum yang 
digunakan untuk mencari penjelasan dari peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. 
b. Pendekatan syar’i, yaitu penulis menelusuri ketentuan-ketentuan syari’at 





2. Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode: 
a. Metode Kepustakaan (Library Research) 
yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji 
berbagai sumber bahan bacaan atau literatur yang berkaitan erat 
dengan masalah yang dibahas dalam skipsi ini.  Penulis memperoleh 
dengan cara:  
1) Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan-bahan yang 
relevan tanpa ada pembahasan sedikit pun baik redaksi ataupun 
maknanya. 
2) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis kadang-kadang menggunakan 
dalam bentuk ikhtisar, uraian sehingga terdapat perbedaan dari 
konsep aslinya, namun hal tersebut tidak mengurangi makna, 
maksud dan tujuannya. 
b. Metode Penelitian lapangan (Field Research) yaitu mengumpulkan 
data dengan jalan mengadakan penelitian lapangan di Pengadilan 








Penulis dalam penelitian ini menggunakan : 
1) Metode Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan 
lapangan dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang ada 
hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. 
2) Metode Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
wawancara kepada hakim dan petugas-petugas yang ada di 
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar tentang hal-hal yang ada 
hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. 
3) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh penulis melalui arsip-arsip 
atau dokumentasi resmi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
3. Metode Pengolahan dan Analisis 
Oleh karena data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan, maka pengolahan datanya secara kualitatif dan kuantitatif, 
sebagaimana pada umumnya terlihat, bahwa data yang bersifat teoritis lebih 
memerlukan pengolahan secara kualitatif, sedang data yang bersifat praktis teoritis 
atau data yang diperoleh melalui hasil riset lapangan, lebih sesuai dengan pengolahan 
secara kuantitatif. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan kedua-duanya yaitu 
kualitatif dan kuantitatif. 
Adapun analisis data yang digunakan adalah : 
a. Metode Induksi, yakni suatu metode analisis data yang berasal dari data 




b. Metode Deduksi, yakni suatu metode analisa data dengan bertolak pada hal-
hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah  
1. Memberikan penjelasan mengenai Kompetensi Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar dalam mengadili perkara kekeluargaan yang berbasis keislaman 
khususnya bidang perkawinan dalam perkara harta bersama perkawinan 
poligami. 
2. Memberi gambaran tata cara pemeriksaan harta bersama perkawinan 
poligami di Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan bgagaimana 
penyelesaiannya. 
3. Mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian 
harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 
dengan memperhatikan asas obyektivitas perundang-undangan dan 
Kompilasi Hukum Islam demi terwujudnya keadilan dam masyarakat. 
Adapun kegunaan penelitian adalah : 
1. Agar dapat menjadi bacaan bagi hakim ataupun calon hakim dalam 
menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, dengan 
tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. 
2. Menjadi sumbangan ilmiah yang berharga bagi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Sebelum membahas mengenai sejarah terbentuknya Pengadilan Agama di 
Indonesia, perlu diketahui dua kata yang sangat terkait dengan pembahsan yaitu kata 
“peradilan” dan “ pengadilan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan 
bahwa kata “peradilan” menunjuk pada segala sesuatu mengenai perkara pengadilan , 
sedangkan kata “pengadilan” memiliki arti dewan/majelis yang mengadili perkara 
dan rumah/bangunan yang menjadi tempat mengadili perkara.1 Abdul Gani Abdullah 
mengemukakan sebagaimana yang ditulis oleh Jaih Mubarak, bahwa istilah peradilan 
adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama 
hukum demi tegaknya keadilan.2 Sedangkan kata pengadilan berarti tempat di mana 
dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah.3 
Peradilan Islam di Indonesia merupakan salah satu institusi Islam Indonesia 
yang sangat tua. Dalam sejarahnya Pengadilan Agama mengalami pasang surut, 
mulanya peradilan agama hanya merupakan suatu peradilan yang sangat sederhana 
dengan kekuasaan yang dan wewenang yang dibatasi oleh pemerintahan Belanda. 
                                                          
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.I ; Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 7.   
2 Jaih Mubararak, Peradilan Agama Di Indonesia,  (Cet. I; Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 
2004), h. 55 




Awal perjalanan Peradilan Agama dimulai dari masuknya agama Islam di 
Indonesia yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Selain berdagang mereka 
juga menyebarkan ajaran Islam hingga berdirilah Kerajaan Islam di pesisir timur 
Sumatera  hingga meluas ke daerah Jawa. Dengan meluasnya ajaran Islam dan 
timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga 
peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini 
nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum 
Islam tersebut yang dibagi ke tiga periode yaitu: Periode Tahkim yang berarti bila 
terjadi perselisihan atau sengketa di antara anggota masyarakat, diselesaikan dengan 
cara bertahkim  kepada guru atau mubalig yang dianggap mampu dan berilmu agama. 
Periode berikutnya adalah Ahlul Hilli Wal’aqi , ketika itu agama Islam semakin 
bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan 
seorang hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan  baiat  oleh ahlul hilli 
wal’aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau 
kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Periode yang terakhir yaitu 
periode Tauliyah, masa itu masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan 
Islam, pengangkatan jabatan hakim atau qadhi dilakukan dengan pemberian atau 
pendelegasian kekuasaan dari penguasa.4 
                                                          
4 Gemala Dewi Hukum Acara Perdata peradilan Agama Di Indonesia, ( Cet. I ;Jakarta, P.T 




 Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para 
penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan 
agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan 
agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di 
semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan 
jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan 
hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan 
memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. 
Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan Peradilan Agama akan 
dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di 
negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak 
menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang 
identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di 
bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan 
agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan 
peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya 
lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan 
pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). 
Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang.5 Dan tidak 
                                                          
5 Daud Ali, Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 223. 
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adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan 
Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.6 
2. Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
a. Masa sebelum penjajahan 
Peradilan Agama telah dikenal bersamaan masuknya agama Islam di 
Indonesia dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai penasehat 
bagi kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan Belanda. 
Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan Pengadilan Agama dengan  
kewenangan hakim yang diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal 
yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 
termasuk cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan 
perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 
Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 
Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah Qadhi terakhir, 
jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan 
                                                          
6  http://www.pa-makassar.net/ diakses tanggal 18 Juni 2012. 
 17 
 
berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran 
 pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu 
dipimpin oleh Hamente.7 
 Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah 
tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu 
kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh 
kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kali.8 
b. Masa kemerdekaan 
Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan Undang-Undang No. 22 tahun 
1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan dan pencatatan 
NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 
12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari penghulu 
kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten sebagai 
kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni ketua pengadilan 
agama sebagai Qadhi dan Hakim Syara’. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 
                                                          
7 http://www.pa-makassar.net/ diakses tanggal 18 Juni 2012. 




tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat 
serta tempat kedudukan dan daerah hukumnya dan Peraturan Menteri Agama No. 5 
tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, 
termasuk Pengadilan Agama Makassar di Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama 
terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena 
pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih 
disatukan dengan wilayah Makassar.9 
c. Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
Pengadilan Agama  adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara 
yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, 
maka pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu 
mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan 
peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan 
peradilan agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan 
                                                          
9 Departemen Agama RI,  Peradilan Agama Di Indonesia Sejarah Perkembangan lembaga 
dabn Proses terbentukan Undang-undangnya, ( Cet. II; Jakarta, Direktorat Jenderal kelembagaan 
Agama RI, 2003), h. 28.  
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pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran 
peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan 
agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.10 
d. Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang 
Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 
2001 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah 
satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. 
Dari hal di atas, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang 
tersebut, untuk mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI 
Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di 
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke 
Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa 
terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari 
Departemen Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan 
finansial. Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan 
menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
                                                          
10 Ibid, h. 31-34.  
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untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya 
masyarakat muslim.11 
Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah 
sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah 
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 49 
undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal 
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.12 
3. Deskripsi pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama 
Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. 
Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk Rencana 
Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana 
peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan 
SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh 
perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka 
pada tahun 1999 Pengadilan Agama Klas IA Makassar merelokasi lagi gedung baru 
dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 
                                                          
11 Gemala Dewi, Hukum acara perdata Peradilan agama di Indonesia, ( Cet. I; Jakarta, 
Prenada Media, 2005), h. 36-39. 
12 Ibid, h. 39. 
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Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2  dan Luas Bangunan 
1.887,5 M2.13 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klas IA Makassar mempunyai batas-
batas seperti berikut: 
1. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klas IA Makassar dahulu hanya 
terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) 
Kecamatan. Yang terdiri dari: 
                                                          





1. Kecamatan Unjung Pendang terdiri dari 10 Kelurahan 
2. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan 
3. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan 
4. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan 
5. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan 
6. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan 
7. Kecamatan Tamalate terdiri dari 11 Kelurahan 
8. Kecamatan Rappocini terdiri dari 9 Kelurahan 
9. Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 Kelurahan 
10. Kecamatan Manggal terdiri dari  6 Kelurahan 
11. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 Kelurahan 
12. Kecamatan Tallo terdiri dari 15 kelurahan 
13. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 6 Kelurahan 
14. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 Kelurahan14 
4. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama Klas IA Makassar dengan 
wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) 
sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan 
                                                          
14 Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
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personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, 
Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.15 
Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi 
Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) 
dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 
orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena 
berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah 
pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya 
jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Klas 
IA Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa : 
Ketua Pertama                 : K.H. Chalid Husain 
                                                           Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962  
Ketua Kedua                    : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal 
                                                           Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964  
Ketua Ketiga                   : K.H. Haruna Rasyid 
                                                           Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976 
Ketua Keempat                : K.H. Chalid Husain  
                                                           Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986  
                                                          





Ketua Kelima                   : Drs. H. Jusmi Hakim, S.H 
                                                           Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996  
Ketua Keenam                 : Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H 
                                                          Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998  
Ketua Ketujuh                 : Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H 
                                                           Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004 
Ketua Kedelapan             : Drs. H. M. Thahir R, S.H. M.H 
                                                          Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005 
Ketua Kesembilan              : Drs. Anwar Rahmad, M.H. 
                                                          Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008 
Ketua Kesepuluh               : Drs. Khaeril R, M.H. 
                                                          Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010 
Ketua Kesebelas               : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H 
                                                          Periode Tahun 2010 s/d (Sekarang)16 
Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat 
memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar 
                                                          





pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, 
diperlukan perangkat sebagai berikut: 
a. Kelembagaan 
Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana halnya dalam lingkungan 
peradilan yang lain yang secara nyata didukung dengan sarana dan prasarana serta 
tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Pengadilan Agama yang merupakan lembaga pengadilan tingkat pertama 
adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang 
diajukan pencari keadilan (yustisiabel) pada tahap awal.17 Pengadilan Agama 
dibentuk dengan Keputusan Presiden. 
Untuk lebih mudah memahami susunan kelembagaan Peradilan Agama Klas 
IA Makassar, maka penulis akan menguraikan susunan organisasi Peradilan Agama 
Klas IA Makasar yang terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, 






                                                          





















B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di 
Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir 
diubah denganUndang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 
Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan Pelaksana Kekuasaan 
Kehakiman ialah menerima, memeriksa,dan mengadili serta menyelesaikan setiap 
perkara yang diajukan kepadanya Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, termasuk didalamnya 
menyelesaikan perkaraVoluntir (penjelaasan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Tugas-tugas 
lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:  
1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan 
diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan 
berdasarkan Hukum Islam 
2. Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan 
Deposito/tabungan, Pensiunan dan sebagainya. 
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 
4. Memberikan pelayanan kebutuhan rihaniawan islam untuk pelaksanaan 
penyumpahan pegawai/pejabat yang beragama Islam. 
5. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal 
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6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 
pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan 
tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Pengadilan Agama.18 
Mengenai wewenang (kompetensi) dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 
49 UU Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009  tentang 
Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang 
absolut. Wewenang relatif Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan Undang-
undang pasal 54 Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan bahwa hukum acara yang 
berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Umum, oleh karena itu landasan hukum untuk menentukan kewenangan 
relatif  merujuk pada Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.19 
Kewenangan relatif berarti kewenangan dalam hal wilayah kekuasan/daerah hukum 
mengadili suatu perkara. Kewenangan Pengadilan Agama berikutnya yaitu wewenang 
absolut dimana mengandung penegertian bahwa kewenangan Pengadilan Agama 
dalam hal mengadili jenis perkara. Untuk lingkungan Pengadilan Agama, menurut 
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan tugas dan kewenangannya 
yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 
                                                          
18Drs. Abdul Razak, Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Kelas IA Makassar,  
Wawancara, Kantor Pengadilang Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
19Gemala Dewi, op. cit., h. 102 
 29 
 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadakah dan ekonomi syariah, 20  
Berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, ada asas 
personalitas keislaman yang mendasarinya yaitu suatu perkara menyangkut status 
hukum seseorang muslim atau suatu sengketa yang timbul dari suatu 
perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan Hukum Islam atau 
berkaitan erat dengan status hukum sebagai seorang muslim dalam keluarga 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 
Sebagai suatu badan peradilan keluarga yakni yang mengadili perkara di 
bidang Hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan 
Umum. Lembaga Peradilan Agama diseluruh Indonesia dengan direktorat Peradilan 
Agama ada dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi 
dan terakhir.  
Diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 
berlaku secara efektif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhitung 
sejak tanggal 1 Oktober 1975 kepala Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
seluruh Indonesia diberikan tugas dan wewenang yang jauh lebih luas dari apa yang 
terjadi tugas dan wewenang semula yakni, antara lain : 
1. Izin beristeri lebih dari seorang; 
                                                          
20Drs. Abdul Razak, Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  Wawancara, 
Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
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2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun daalam 
hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan 
pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Mengenai penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupanj oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
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18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 
tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali 
oleh orang tuanya; 
19. Pembenaan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan 
kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal usul seorang anak; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; dan 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain.21 
Mengenai butir angka 10 tersebut di atas, yaitu mengenai wewenang 
penyelesaian harta bersama di lingkungan Peradilan Agama dan diselesaikan di 
Pengadilan Agama, diajukan oleh suami atau istri, atau dapat pula diajukan oleh 
mantan istri atau suami. Dalam pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan atau gugatan harta bersama 
dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pokok 
                                                          
21 Drs. Abdul Razak, Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  Wawancara, 





perceraian. Namun dapat pula diajukan setelah perceraian oleh mantan suami atau 
istri dengan pokok perkara yang berbeda yakni khusus gugatan harta bersama.22 
Kewenangan lain yakni mengadili perkara bidang kewarisan, wasiat, dan 
hibah yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mencakup jangkauan kewenangan 
mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut Hukum Waris Islam yang akan 
diterapkan pada golongan yang beragama Islam di pengadilan Agama terdiri atas: 
1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli 
waris, siapa yang berhk mewaris, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, 
dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris. 
2. Penentuan mengenai harta peninggalan yang dapat diwarisi dan penentuan 
besarnya harta warisan. 
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-
Qur’an, as-sunnah dan ijtihad 
4. Melaksanankan pembagian harta peninggalan.23 
Tentang Wasiat dan Hibah tidak ada penjelasan lain, oleh karena maka 
dijelaskan pengertian dari wasiat dan hibah seperti yang tertuang dalam 
penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 huruf c dan d 
yakni : 
                                                          
22 Gemala Dewi, op, cit, h. 105-106. 




Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu 
benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku 
setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela 
dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau 
badan hukum untuk dimiliki.24 
 
Kewenangan yang ketiga yaitu kewenangan mengadili perkara bidang wakaf 
dan sedekah. Sejak diterapkannya PP Nomor 28 tahun 1977 masalah wakaf 
merupakan wewenang Pengadilan Agama dan setelah berlakunya KHI   buku ke III 
berisi mengenai wakaf, sudah ada kumpulan dan pedoman peraturan wakaf. Pasal 226 
KHI menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan persoalan wakaf dan nadzir 
diajukan di Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan shadaqah, Pengadilan Agama berwenang pula 
menyelesaikannya sesuai Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006  dan penjelasan 
pasal huruf h.  
Kewenangan Pengadilan Selanjutnya meliputi kewenangan dalam bidang 
infaq dan ekonomi syariah, kewenangan ini tertuang dalam Pasal 49 UU Nomor 50 
Tahun 2009. 25  Ekonomi syariah merupakan kewenangan terbaru Pengadilan Agama 
yang berarti segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syariah antara lain meliputi: 
                                                          
24 Hadi setia Tunggal, SH, UU RI No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 7 
tahun 1989tentang Peradilan Agama, ( Cet. I; Jakarta, Harvindo,  2010), h. 69. 
25 Ibid, h. 70. 
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1. Bank syari’ah. 
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah. 
3. Asuransi syari’ah;reksa dana syari’ah. 
4. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah.  
5. Sekuritas syari’ah. 
6. Pembiayaan syari’ah;pegadaian syari’ah. 
7. Danapensiun lembaga keuangan syari’ah. 
8. Bisnis syari’ah. 
Dalam perkara ekonomi syari’ah belum ada pedoman bagi hakim dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan 
dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Pasal 1 PERMA tersebut 
menyatakan bahwa: 
Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, 
mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum 






                                                          
26 http://advosolo.wordpress.com diakses tanggal 21 juni 2012. 
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C. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan di Pengadilan Agama 
Klas IA Makassar 
1. Pendafataran Perkara dan Persiapan Persidangan 
a. Surat Gugatan atau Permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani, 
diajukaan ke Kepaniteraan Gugatan, sedang permohonan diajukan ke 
Kepaniteraan Permohonan. Penggugat atau pemohon menghadap pada meja 
pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan 
menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). 
Berdasarkan pasal 193 Rbg jo Pasal 182 ayat 1 HIR jo Pasal 90 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara meliputi: 
1) Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai 
2) Biaya para saksi, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah. 
3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain. 
4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan 
yang berkenaan dengan perkara tersebut.27 
b. Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, dapat berperkara di muka 
pengadilan secara cuma-cuma (prodeo). Ketidakmampuan tersebut 
dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala 
Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Maka panjar biaya perkara 
ditaksir Rp. 0.00 bagi yang tidak mampu yang ditulis dalam SKUM. 
                                                          
27Pasal  90 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
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c. Calon penggugat atau pemohon kemudian ke kasir dengan menyerahkan 
surat gugatan atau surat permohonan tersebut dan SKUM. Kemudian kasir 
akan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. Setelah 
itu calon penggugat atau pemohon menghadap pada meja II dengan 
menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan dan SKUM tersebut. 
Kemudian meja II memberi nomor pada surat gugatan atau surat permohonan 
sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Selanjutnya penggugat dan 
pemohon tinggal menunggu panggilan sidang atau melengkapi bahan-bahan 
yang masih diperlukan. 
d. Setelah Surat gugatan perkara tersebut sampai ke Kepaniteraan maka 
secepatnya berkas perkara tersebut dikirim ke Ketua atau wakil ketua 
pengadilan untuk menunjuk majelis hakim selambat-lambatnya 7 hari setelah 
berkas perkara diterimanya.  
e. Berasamaan dengan PMH, berkas perkaranya dikirim ke Ketua Majelis 
Hakim yang bersangkutan melalui panitera. Setelah itu Ketua Majelis Hakim 
memberi kesempatan kepada para hakim anggota untuk mempelajari secara 
sekasama berkas tersebut dan majelis hakim akan menunjuk seorang panitera 
yang akan membantu proses persidangan nantinya. 
f. Berdasarkan PMH, maka majelis hakim yang bersangkutan dapat 
menentukan hari, tanggal dan jadwal siding yang akan dilangsungkan. 
Penetapan hari sidang selambat-lambatnya 2 minggu setelah berkas diterima 
dari Ketua atau wakil Ketua Pengadilan. Kemudian jurusita atau jurusita 
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pengganti akan melakukan panggilan kepada para pihak supaya datang 
menghadap ke persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.28 
2. Tahap Pemeriksaan Perkara di Persidangan 
a. Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil 
untuk hadir dalam sidang tersebut maka ditemukan beberapa kemungkinan, 
yaitu: 
1) Penggugat tidak hadir, sedang tergugat hadir. Begitupun sebaliknya 
2) Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban tertulis berupa 
tangkisan dari penggugat. 
3) Penggugat dan tergugat sama-sama hadir; atau 
4) Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam sidang 
Apabila dalam sidang pertama tersebut penggugat hadir sedang tergugat 
tidak hadir maka hakim dapat menunda persidangan dan menjatuhkan 
putusan verstek. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila tergigat 
dipanggil dengan patut dan resmi, tergugat tidak hadir hal ini berdasar 
pada ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR/ Pasal 149 RBg.29 
 
 
                                                          
28 Drs. Abdul Razak, Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  Wawancara, 
Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
29 Mahkamah Agung RI,  Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, ( Edisi 




Berdasarkan pasal 153 R.Bg, hakim harus berusaha mendamaikan penggugat 
dan tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan apabila para pihak telah 
hadir, usaha tersebut tidak tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, tetapi 
terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Jalan yang ditempuh untuk 
usaha mendamaikan tergugat dan tergugat yaitu dengan jalan mediasi. 
Sesuai Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008 para pihak wajib menempuh 
proses mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan 
mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan 
iktikad tidak baik.30 
c. Pembacaan Gugatan 
Setelah pelaksanaan mediasi yang ditandai dengan pembacaan laporan hasil 
mediasi, atau persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat tanpa alasan 
yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan 
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. 
d.Pencabutan gugatan 
Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan alasan tergugat  telah 
memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputus, penggugat 
menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan dan penggugat 
telah berdamai dengan tergugat. 
                                                          




e. Perubahan gugatan 
Perubahan gugatan perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan 
sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sydah ada jawaban maka 
perubahan tersebut harus dengan persetujuan penggugat 
f. Jawaban Tergugat 
Kesempatan memberikan jawaban kepada tergugat/termohon setelah 
gugatan dianggap tuntas. Seandainya gugatan belum tuntas (terutama yang 
tidak menggunakan jasa advokat) maka majelis seharusnya mengklarifikasi 
dalam rangka penyempurnaan gugatan. 
Jawaban tergugat meliputi eksepsi, pokok perkara dan rekonvensi. Jawaban 
dapat diajukan secara lisan dan tertulis dalam persidangan. Apabila tergugat 
telah siap mengajukan jawaban pada hari persidangan tersebut maka 
persidangan tidak perlu ditunda lagi. 
g. Replik 
Setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka 
penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau jawan, disebut 
replik. 
h. Duplik 






Setelah jawab menjawab selaesai, dilanjutkan dengan tahap pembuktian. 
Sebelum tahap pembuktian hakim telah mengetahui pokok sengketa, 
sehingga dalam memeriksa bukti-bukti hakim mengarahkan pemeriksaannya 
dalam lingkup pokok sengketa.  
j.  Konklusi/Kesimpulan 
Kesimpulan adalah pendapat akhir para pihak terhadap proses pemeriksaan 
dari tahap jawab-menjawab dan pembuktian dalam dalam persidangan 
sehingga tidak tepat kesimpulan kalau pihak hanya menyatakan bahwa tetap 
inin bercerai. Kalimat tersebut bukan kesimpulan tetapihanya pernyataan. 
k.  Rekonvensi 
Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat baik lisan 
maupun tertulis terhadap gugatan pokok yang diajukan. 
l.  Pembuktian 
Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberika kesempatan yang 
sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil 
pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pendapat masing-masing. 
m. Putusan 
Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan 
hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasanya 
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dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan dengan putusan hakim 
mengenai perkara yang diperiksanya itu.31 
Tingkat kedua (Banding) 
Banding ialah memohon agar perkara yang telah diputus pleh Pengadilan 
tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi ( tingkat banding), 
karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Berikut 
Syarat-syarat mengajukn banding: 
1. Memori Banding diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara 
2. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding. 
3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. 
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo 
5. Menghadap di Kepanitraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan 
banding.32 
Tingkat Kasasi 
Kasasi ialah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-
putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Hukum Acara Kasasi di lingkungan 
Peradilan Agama diatur oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung pasal 55 ayat 91. Berikut diuraikan syarat-syarat mengajukan 
kasasi. 
                                                          
31 A. Mukti Arto, op, cit, h. 81-134. 
32 ibid, h. 273. 
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1. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. 
2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. 
3. Putusan atau penetapan judex factie, menurut hukum dapat dimintakan 
kasasi. 
4. Membuat memori kasasi. 
5. Membayar panjar biaya kasasi. 




                                                          




HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI 
A. Tinjauan Umum Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi 
atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual 
sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.1  
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai 
ikatan lahir  batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang 
berdasar pada Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, 
maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, 
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur 
batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.2 Berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan 
unsur-unsur utama dari perkawinan adalah : 
                                                          
1 Musfir Husain Aj-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, (Cet. I; Jakarta, Gema Insani 
Press, 1996), h. 13. 
2 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( Cet. II; Jakarta, Bumi Aksara, 1999), h. 2-3. 
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1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan 
seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup 
kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang orang yang 
berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang 
Perkawinan, yang mengatur mengenai larangan Perkawinan, tidak 
dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis. 
2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika 
memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang 
ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan 
sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.3 
Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau 
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta 
kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum 
Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 
                                                          
3 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Cet. I; Bandung,  Mandar Maju, 
1990), hal. 7. 
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Menurut beberapa pendapat diantaranya, Prof. Ibrahim Hosen, nikah dalam 
arti asli dapat juga berarti akad dengan menjadi halal hubungan kelamin antara pria 
dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.4 Menurut Sayuti Thalib, 
perkainan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup 
bersamasecara sah antara seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga yang 
kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.5  
R. Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang 
sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.6 
Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 
perkawinan merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Syarat- Syarat Perkawinan 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu 
perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan 
kepercayaannya. Dalam Hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi 
rukun dan syarat-syarat perkawinan. Ada lima hal yang harus dipenuhi sebagai rukun 
perkawinan yaitu: 
                                                          
4 Ibid, h. 3. 
5 Ibid, h. 1-2. 
6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. III; Jakarta, 




1. Mempelai Laki-laki 
2. Mempelai perempuan 
3. Wali 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab Qabul7 
Rukun perkawinan diatas berkaitan erat dengan syarat perkawinan,berikut 
akan diuraikan syarat sahnya suatu perkawinan. 
1. Syarat-syarat mempelai laki-laki 
a. Bukan mahram dari calon istri. 
b. Tidak terpaksa. 
c. Jelas orangnya. 
d. Tidak sedang menjalankan ihram hajji.8 
2. Syarat-syarat mempelai perempuan 
a. Tidak ada halangan syar’i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah. 
b. Merdeka,, atas kemauan sendiri 
c. Jelas orangnya. 
d. Tidak sedang berihram hajji.9 
                                                          
7 H.S.A.Ahamdani, Risalah Nikah, (Cet. III; Jakarta, Pustaka Amani, 1989), h. 30.  
8 Ibid, h. 30. 
9 Ibid, h. 30. 
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d. Tidak dipaksa 
e. Adil 
f. Tidak sedang ihram hajji10 






f. Bebas, tidak dipaksa 
g. Tidak sedang mengerjakan ihram hajji 
h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.11 
Dengan memenuhi syarat-syarat yang di haruskan diatas, maka perkawinan 
menurut Islam dianggap sah. Namun ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu syarat 
perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu: 
                                                          
10 Ibid, h. 30 
11 Ibid, h. 30-31 
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1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti 
tidak ada paksaan di dalam perkawinan. 
2. Mendapat izin dari orang tua masing-masing mempelai kecuali dalam 
keadaan tertentu. 
3. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan. 
4. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi dari 
Pengadilan Agama. 
5. Perkawinan yang sah harus melakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai 
pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dlam Undang-undang No. 32 
Tahun 1954. 
6. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon yang memeuhi syarat 
tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4,dan 5 Undang-undang nomor 7 
Tahun 1974.12 
Dengan terpenuhinya syarat menurut hukum Islam dan hukum perkawinan 
Indonesia, maka akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak akan 
merugikan salah satu pihak dikemudian hari. 
 
                                                          
12 Idris Ramulyo, op, cit, h. 73. 
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B. Tinjauan Umum Poligami 
1. Pengertian Poligami 
Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok 
kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami 
berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam 
teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria 
dengan lebih dari seorang isteri.13  
Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala 
dan merata dalam bentuk peradaban bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun 
di Barat.14 Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal 
jauh sebelum agama Islam datang.  
Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia 
sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, 
sistem poligami itu merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik 
dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel parental. Malahan kedatangan Islam 
memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai 
keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.15 
                                                          
13 Abdulrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia, (Cet. I; 
Bandung,  Alumni, 1978), h. 79-80. 
14 Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami Sepanjang Masa, (Cet. I; Jakarta, Bulan 
Bintang, 1980), h.  47. 
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, (Cet. I; Medan, Zahir 
Trading Co., 1975), h.. 24. 
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Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan bahwa meskipun 
sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik 
dalam stelsel unilateral maupun stelsel parental, namun di kalangan masyarakat awam 
adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih 
pada waktu yang bersamaan dianggap hal yang tabu. Bahkan di Tenganan 
Pagringsingan (Bali), terdapat larangan poligami.16 Poligami diatur di dalam Al 
Qur'an, Surat An-Nisa/4 : 3 yang berbunyi: 
◆   ❑➔  
◆⧫◆ ❑⬧⬧ ⧫ ⬧ 
⬧   ⧫ 
◼➔◆ ⧫◆  ⬧  
 ❑➔⬧ ◼◆❑⬧  ⧫ 
⬧◼⧫ ☺  ⬧  
 ❑❑➔⬧   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim),  
maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain) : dua, tiga atau 
empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka seorang saja, 
atau, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.17 
 
Menurut Ahmad Basyir, poligami yang diatur dalam Surah An Nisa/4 : 3 di 
atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak 
                                                          
16 Imam Sudiyat, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, (Cet. I; Yogyakarta, 
Liberty,1981), h. 24 





terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka mengawini anak 
perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya 
dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghidari agar orang jangan sampai 
berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan 
kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan 
syarat harus berbuat adil.18  
Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang 
tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena 
ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surah An 
Nisa/4 : 129 yang berbunyi : 
⬧◆ ❑➔⧫◼  ❑➔⬧ 
⧫✓⧫  ❑⬧◆ ⧫  
⬧ ❑➔☺⬧ → ☺ 
⧫⬧ ⬧➔☺  ◆ 
❑⬧➔ ❑→⬧◆ ⬧  
⧫ ❑→ ☺▪   
Terjemahnya: 
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), 
walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.19 
                                                          
18 Achmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 3. 






Dari bunyi Al-Qur’an Surah An Nisa/4 : 129 di atas dapatlah disimpulkan, 
bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat 
adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara 
lahiriah. 
 Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki 
yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas 
dasar "maslahat mursalah" negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak 
berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. 
Berdasarkan hal di atas, maka tidak berlebihanlah bahwa apa yang telah 
dilakukan Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya 
poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan 
tujuan perkawinan, adalah sangat tepat. 
 Apa yang telah dikemukakan di atas dapatlah dilihat, bahwa negara kita telah 
mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 
Tahun 1974, yang di dalamnya antara lain mengatur poligami. UU No. 1 Tahun 1974 
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 
Oktober 1975, yaitu pada saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 
1975).  
Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam 
bidang perkawinan yang belaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa 
memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari 
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daerah mana. Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara 
Indonesia yang sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUH 
Perdata. 
 Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan 
bahwa, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya 
mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam 
Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 pada huruf c yang menyatakan, bahwa 
Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya 
seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang.20 
Di muka telah dijelaskan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu 
bagi pria untuk beristeri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam 
arti seluas-luasnya, karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang 
sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.  
Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat 
menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminatif telah ditentukan 
UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. 
2. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami 
                                                          
20 Abdulrahman dan Riduan Syahrani, Op. Cit, hal. 80. 
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Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari 
seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP 
No. 9 Tahun 1975 yaitu : 
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 
2. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.21 
Jika dilihat dari beberapa alasan diatas, pada dasarnya alasan-alasan ini 
mengacu pada tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal, berikut penjelasan mengenai alasan-alasan suami 
berpoligami: 
1. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, alasan ini memiliki 
banyak penafsiran diantaranya ketika sang suami mendapati istrinya dalam 
keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah 
tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-
anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, istri yang tidak pandai 
bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, 
tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin menang sendiri serta 
bentuk-bentuk kekurangan lainnya, maka pada saat itu kemungkinan suami 
melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik. 
                                                          




2. Istri yang karena cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat 
seksual suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada 
berbuat zina dengan wanita lain. 
3. Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dalam kondisi seperti itu, 
seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila 
sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan.22 
Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut 
masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UU 
No. 1 Tahun 1974, yaitu: 
a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 
b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 
dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka.23  
Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi 
oleh seorang suami, apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar 
                                                          
22Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  
Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 21Mei 2012. 
23Dra. Bannasari, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  Wawancara, 
Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 21Mei 2012. 
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dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang 
perlu mendapat panilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 
1974). 
 Persetujuan dalam Pasa1 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974. dipertegas 
oleh Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yaitu : “Ada atau tidaknya persetujuan 
dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, 
persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.”  
Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 
1975, yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-
isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan: 
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh 
bendahara tempat kerja; atau 
2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. 24 
Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 
1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 
Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat 
dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. .  
                                                          




Hal di atas, sebenarnya sesuai dengan Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 3, yang 
menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Hanya saja dalam Surah An-Nisa Ayat 
3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan 
kata-kata yang luas cakupannya. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah 
disimpulkan, bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang 
menurut Al-Qur'an, diantaranya harus dapat berbuat adil. 
3. Tata Cara Poligami 
Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
40 sampai dengan Pasal 44 PP Nomor  9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai 
berikut : 
1. Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari satu, wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat 
yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP 
No. 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam 
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama. 
2. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 
lampiran-lampirannya; 
3. Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-




4. Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristeri 
lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin 
untuk beristeri lebih dari seorang.25 
Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 
19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat 
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut 
baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 
1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim.26  
Permohonan izin beristeri lebih dari  seorang tidak mengandung sengketa, 
oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif. Dalam Hukum 
Acara Perdata, hal ini merupakan Jurisdictio Voluntaria, yang pemeriksaan dan 
putusannya merupakan tindakan adminitratif, sedangkan bentuk putusan dalam 
Jurisdictio Voluntaria merupakan penetapan (beschiking).  
Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari 
seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau 
menyaksikan poligami. Dahulu sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 secara 
efektif, “menurut tafsir lama sebagaimana yang berlaku dalam praktek, berdasarkan 
                                                          
25Drs. Abd. Razak, Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Klas IA Makassar,  Wawancara, 
Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 




Mazhab Syafe’I tidak menundukkan poligami kepada pengawasan hakim, oleh sebab 
orang bebas melakukan poligami sesuai dengan kempuannya sampai empat orang 
isteri.”27 
C. Tinjauan Umum Harta Bersama 
1. Pengertian Harta Bersama 
Secara etimologi harta dalam bahasa Arab yaitu لاملا yang asal katanya لام- 
ليمب- لايم  yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah keslah satu sisi. 
Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka 
pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.28 
Pengertian harta menurut para ulama' fiqh adalah hak milik atau harta, 
menurut Madzab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat 
dimanfaatkan, disimpan atau dikuasai dan bersifat konkret. Madzab Maliki 
mendefinisikan hak milik menjadi dua macam, yang pertama, adalah hak yang 
melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya, kedua, 
sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara ’uruf (adat). Madzab Syafi’i 
mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam yang pertama adalah sesuatu yang 
bermanfaat bagi pemiliknya, kedua adalah bernilai harta. Hambali juga 
mendefinisikan hak milik menjadi dua macam, pertama sesuatu yang mempunyai 
                                                          
27 Hazairin, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Cet. I; Jakarta, Tinta Mas, 
1975), hal. 83 
28 http://kbpauinsyahidjkt.blogspot.com diakses tanggal  20 juni 2012.  
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nilai ekonomi, yang kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4 madzab tersebut dapat 
disimpulkan tentang pengertian harta atau hak milik:  
1. Sesuatu itu dapat diambil manfaat 
2. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi 
3. Sesuatu itu secara ’uruf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik 
4. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.29 
Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasikan  menjadi dua 
yaitu materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang, perhiasan, 
tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud non materi adalah deposito, HAKI 
(Hak Atas Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya. 
2. Terbentuknya Harta Bersama 
Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang ada 
sebelum perkawinan maupun yang ada setelah perkawinan. Jika diteliti asal-usul 
harta yang dipunyai oleh suami dan istri menurut hukum adat, dapat digolongkan ke 
dalam empat macam sumber, yaitu: 
a. Harta hibah dari harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau istri. 
b. Harta hasil usaha sendiri sebelum perkawinan. 
c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. 
d. Harta yang diperoleh selama perkawinan. 
                                                          
29 http://noexs.blogspot.com diakses tanggal 20 Juni 2012. 
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Harta yang bersumber dari hibah atau harta warisan, baik yang diterima 
sebelum perkawinan maupun selama perkawinan statusnya adalah tetap menjadi 
milik masing-masing suami atau istri. Harta yang bersumber dari hasil usaha sendiri 
sebelum perkawinan tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri. Selanjutnya 
harta yang diperoleh pada saat terjadinya perkawinan, ada yang menjadi milik istri 
dan ada yang menjadi milik suami, ada yang menjadi milik orang tua pasangan suami 
istri, dan ada pula yang dibagi-bagikan kepada sanak saudara pasangan suami istri. 
Sedangkan harta yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam perkawinan dikuasai 
bersama oleh suami istri. 
Di dalam undang-undang Perkawinan, harta benda tersebut diatur dalam pasal 
35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Ada dua macam harta benda 
dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan yaitu: 
Harta bersama 
Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan menjadi harta bersama, Asal dari mana harta itu diperoleh 
tidak dipersoalkan. Apakah harta itu didapat dari istri atau dari suami, 
semuanya menjadi hak milik bersama suami istri. 
Harta bawaan 
Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri dan harta 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau watisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.30 
 
Ketentuan mengenai harta bersama sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 
35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 tersebut berasal dari hukum adat yang kemudian 
                                                          
30 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Pengadilan Agama, (Cet. I; 
Jakarta, Pustaka Kartini, 1990), h. 296. 
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dilegalisasikan ke dalam hukum tertulis Indonesia. Harta yang diperoleh oleh suami 
istri dalam perkawinan mempunyai banyak istilah yang bermacam-macam. 
Di daerah aceh disebut Hareuta Sihareukat atau Hareuta Syarikat. Di 
Minangkabau disebut Harta Suarang. Di Sunda diberi nama Guna Kaya atau Barang 
Sekaya atau Kaya Reujeung, Harta gono Gini di Jakarta, Di Sulawesi dinamakan 
Barang Cakkara. Banyaknya istilah yang muncul sehingga di dalam pasal 35 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85 KHI telah 
menyeragamkan istilah tersebut diatas dengan kata “harta bersama”. Walaupun belum 
diterapkannya peristilahan tersebut terhadapa hasil pencaharian suami istri dalam 
perkawinan, namun tidak mengurangi dan merubah status harta tersebut.31 
Disamping ketentuan yang disebutkan dalam pasal 35 sampai 37 Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Maka pengertian harta dalam perkawinan 
dapat dibagi menjadi tiga macam harta yaitu: 
1. Harta Bawaan 
ialah harta yang diperoleh suami istri pada saat atau sebelum melakukan 
perkawinan, dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari 
suami dan istri. Pemilikan terhadapharta bawaan (harta pribadi) dijamin 
keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan. 
2. Harta pribadi 
                                                          
31 M. Yahya Harahap, Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam 
Kompilasi Hukum islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia, (Cet. I; Jakarta,  P.T 
Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 299. 
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Yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung 
sebagai hadiah, hibah wasiat atau warisan yang diperoleh secara pribadi 
terlepas dari soal perkawinan. 
3. Harta bersama 
Yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan 
hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantaraan istri maupun 
lewat perantaraan suami. Harta ini diperoleh sebagai “hasil karya” dari 
suami istri, suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan.32 
Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu “bahwa 
perolehannya atas hasil karya mereka dan 33dalam masa perkawinan.” Dua syarat ini 
adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta 
bawaan, yaituharta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta 
pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan 
perkawinan. Pengertian harta perkawinan juga terdapat dalam KHI bab 1 ketentuan 
butir (f) yang berbunyi: 
Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh 
baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan 
berlangsung dan selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan 
terdaftar atas nama siapapun. 
 
                                                          
32 M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, ( Cet. I; 
Jakarta, Pustaka Kartini, 1990), h.296-304. 




Dalam literatur lama Fiqh Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan 
mengenai harta bersama, Fiqh Islam cenderung seolah-olah mengabaikan masalah ini 
atau budaya tempat fiqh Islam itu berkembang tidak mengenal tentang keberadaan 
harta bersama sehingga terkesan seolah-olah tidak ada peranan isti dalam pembinan 
dan pembiayaan keluarga.  
Kini keberadaan telah berubah, hal-hal yang masa lampau belum pernah 
terpikirkan, satu demi satu sekarang telah muncul ke permukaan, tuntutan kehidupan 
semakin meningkat sejalan dengan tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi segala 
kebutuhan, terkadang istri juga ikut bekerja membantu suami memikul tanggung 
jawab rumah tangga. 
Sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat memiliki cirri sebagai berikut: 
1. Perlunya dedikasi secara total dari suami istri. 
2. Perlunya antisipasi penuh dari kedua belah pihak dalam pembinaan rumah 
tangga. 
3. Keterbukaan. 
4. Jaminan hukum. 
Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 
sebagai berikut: 
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.34 
                                                          
34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. 
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Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah 
sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus.  
Dengan demikian harta apa saja yang berwujud ataupun tidak terwujud yang 
diperoleh terhitung sejak dilangsungkannya perkawinan atau akad nikah sampai saat 
perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun 
karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum 




PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN 
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA MAKASSAR 
A. Kompetensi Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam Penyelesaian Harta 
Bersama Perkawinan Poligami 
Setelah diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dan mengalami dua kali perubahan yakni Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ini berarti 
lembaga penegak hukum Islam di Indonesia telah dimantapkan eksistensinya. 
Pengadilan Agama diharapkan menjadi lembaga peradilan yang mandiri, dan dapat 
memutus perkara dengan adil sesuai dengan harapan masyarakat.  
Kata “kompetensi” sering disebut juga dengan “kekuasan” terkadang diartikan 
dengan “kewenangan” namun ketiga kata ini artinya semaksa satu sama lain. 
Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relatif dan kekuasaan abosolut. 
Kekuasaan relatif Pengadilan Agama ini berkaitan dengan kekuasaan Pengadilan 
yang satu jenis dan satu tingkatan terhadap daerah hukumnya masing-masing. Seperti 
dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Ayat 1 UU 
Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi : 
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibukota 
kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau 
kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.1 
 
                                                          
1 Hadi setia Tunggal, SH, UU RI No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 7 
tahun 1989tentang Peradilan Agama, ( Cet. I; Jakarta, Harvindo,  2010), h. 61. 
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 Sedangkan kekuasaan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang diajukan 
dan diterima atau dilihat dari jenis Pengadilan. Pengadilan Agama berkuasa atas 
perkara perkawinan bagi mereka yang beraga Islam sedangkan bagi yang beragama 
lain menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : 
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.2   
Berdasarkan pasal tersebut diatas sudah jelas bahwa Pengadilan Agama 
adalah peradilan keluarga yang berbasis keislaman yang menangani perkara-perkara 
di bidang Hukum Keluarga dan mampu menyelesaikan sengketa keluarga dengan 
menenpuh cara-cara yang tidak menimbulkan persengketaan baru bagi para 
keluarga.3  
Sesuai dengan kewenangan absolutnya maka Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, yang 
berarti tidak diperbolehkan mengajukan perkara di Pengadilan Tinggi Agama atau 
Mahkamah Agung sebelum perkara itu diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga 
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dituntut agar meneliti perkara yang diajukan 
kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau tidak. 
                                                          
2 Hadi setia Tunggal, SH, UU RI No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 7 
tahun 1989tentang Peradilan Agama, ( Cet. I; Jakarta, Harvindo,  2010), h. 3. 
3Drs.H.M. Nahiruddin Malle, SH.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 
Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 21 Mei 2012.  
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Mengenai kompetensi Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam 
penyelesaian harta bersama perkawinan poligami termasuk dalam kewenangan 
absolut bidang perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006.  
Lebih jelasnya tentang penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama 
terdapat dalam Pasal 66 Ayat 5 dan Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang berbunyi : 
Pasal 66 Ayat 5 
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 
talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 
Pasal 86 Ayat 1 
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama 
suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun 
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pengajuan permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas 
dan dapat dilakukan bersama dengan pokok perkara perceraian berkaitan dengan asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 4 
Dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Klas IA Makassar selama 
kurun waktu 3 tahun terakhir , yaitu dari tahun 2009 sampai dengan Tahun Mei 2012 
tercatat 32 perkara yang diputus menyangkut harta bersama. Untuk lebih jelasnya 
data dapat dilihat dari table berikut: 
 
                                                          
4 Drs.H.M. Nahiruddin Malle, SH.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 




Table 1: Tentang perkara harta bersama setelah terjadinya perceraian yang diputus di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar. 
NO TAHUN JUMLAH 
1 2009 9 
2 2010 11 
3 2011 12 
4 2012 - 
JUMLAH 32 
Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
 
Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari kurun waktu kurang lebih tiga 
tahun terakhir yakni antara tahun 2009 sampai dengan Mei 2012 tercatat tahun 2009 
prkara harta bersama setelah terjadinya perceraian berjumlah 9 perkara, tahun 2010 
berjumlah 11 perkara, tahun 2011 berjumlah 12 perkara, dan sampai dengan Mei 
tahun 2012 belum ada perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama 
Klas IA Makassar. 
Berkaitan dengan hal diatas, perkara harta bersama perkawinan poligami yang 
didahului oleh perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Makassar berjumlah 3 
perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabl berikut. 
Table 2. Perkara harta bersama perkawinan poligami yang didahului perceraian 
NO TAHUN JUMLAH 
1 2009 - 
2 2010 1 
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3 2011 2 
4 2012 - 
JUMLAH 3 
Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
Dari table diatas diketahui bahwa perkara harta bersama perkawinan poligami 
yang didahului oleh gugatan cerai tercatat 3 perkara dari kurun waktu 3 Tahun 
terakhir. Tahun 2009 tercatat tidak ada perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama 
Klas IA Makassar, tahun 2010 tercatat 1 perkara, tahun 2011 tercatat 2 perkara dan 
sampai dengan Mei 2012 belum ada perkara harta bersama yang diterima.  
Penyelesaian perkara harta brsama tidak selamanya diajukan secara terpisah 
atau tunggal, akan tetapi sebagian ada pula yang diajukan secara penggabungan 
dngan pokok perkara percraian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut. 
Table 3. Tentang cara penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Klas 
IA Makassar. 
No Tahun Tunggal Gabungan Jumlah 
1 2009 2 7 9 
2 2010 3 8 11 
3 2011 3 9 12 
4 2012 - - - 
Jumlah 8 24 32 




Dari data table diatas diketahui bahwa penyelesaian perkara harta bersama di 
kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar tahun 2009 sampai dengan Mei 2012 
yang dilakukan secara tunggal sebanyak 8 perkara, yakni tahun 2009  2 perkara, 
tahun 2010 sebanyak 3 perkara, tahun 2011 juga sebanyak 3 perkara, dan hingga Mei 
2012 belum ada perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar. Sedangkan perkara harta bersama yang diselesaikan dengan penggabungan 
sebanyak 24 perkara, yakni tahun 2009 sebanyak 7 perkara, tahun 2010 sebanyak 8 
perkara, tahun 2011 sebanyak 9 perkara, dan hingga Mei 2012 belum ada perkara. 
B. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Harta Bersama Perkawinan Poligami di 
Pengadilan Agama Klas IA Makassar.   
Sebelum dilakukan pemeriksaan perkara harta bersama, terlebih dahulu 
diuraikan syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama 
antara lain: 
1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke 
Pengadilan Agama 
2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai 
Warga  Negara Indonesia. 
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.  
4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai) 




6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah 
syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian 
harta dalam perkawinan baru dapat diproses di Pengadilan Agama.5 
Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan sengketa harta bersama perkawinan 
poligami di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, akan diuraikan dalam penjelasan 
berikut: 
1. Bagi suami yang berpoligami maka jika mengajukan izin poligami harus 
menyertakan rincian harta dan mengajukan permohonan penetapan harta 
bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri sebelumnya. Hal 
ini sesuai dengan peraturan administrasi Peradilan Agama. Salah satu dari 
suami atau istri mengajukan perkara perceraiaan karena poligami, maka 
dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri. 
Baik dalam konpensi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk 
rekonpensi dari tergugat atau termohon ( Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).  
2. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan 
penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan 
diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak 
diterimasehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai 
perkara tersendiri. 
                                                          
5 Drs. H. Lahiya, S.H, M.H, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 
“Wawancara” Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
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3. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian karena 
poligami ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada Pengadilan 
Agama, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan. 
4. Hakim menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami jika izin 
poligami diterima.6 
C. Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Klas IA Makassar   
1. Pengaturan Harta Bersama Perkawinan Poligami 
Harta bersama dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-
undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta 
bersama perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta bersama 
tersebut. Di dalam Undang-undang perkawinan hanya tercantum dalam pasal 66 
huruf b dalam bab XIII ketentuan peralihan. 
Sebelum menguraikan penjelasan pengaturan harta bersama dalam hal 
perkawinan poligami, terlebih dahulu diuraikan aturan-aturan yang berkaitan dengan 
harta bersama. 
Di dalam Undang-undang Perkawinan pengaturan tentang harta bersama 
tersebut diatur dalam bab VII yang mengatur harta benda dalam perkawinan, terdiri 
                                                          
6Drs. Mahmuddin, S.H, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, “Wawancara” 
Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
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dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ditambah dengan Pasal 65 ayat 
1 huruf b dan c dalam Bab XIII. 
Ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 adalah berasal dari 
hukum adat Indonesia dan diangkat menjadi hukum tertulis. Sedangkan ketentuan 
dalam Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 2 selain berasal dari Hukum Adat juga 
berasal dari Hukum Islam. Adapun ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 
1 memang bukan berasal dari Hukum Islam tetapi Hukum Islam sendiri tidak 
menentangnya. 
Dengan adanya Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka semua istri yang berwarga 
negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas harta yang dihasilkan selama 
perkawinan. 
Lalu bagaiman jika suami memiliki istri lebih dari seorang, bagaiman 
pengaturan harta bersamanya? Pertanyaan ini akan terjawab dengan ketentuan pasal 
65 ayat 1 hurub b Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni: 
Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada 
sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya terjadi. 
 
Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan 
anaknya. 
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama 
yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. 
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3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama.7  
Pengaturan harta bersama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, 
Ketentuan pengaturan harta bersama diatur dalam beberapa pasal yang menyangkut 
harta bersama dimulai dari Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 Bab XIII Kompilasi 
Hukum Islam. Mengenai pengaturan harta bersama perkawinan poligami diatur 
dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 94 
KHI, harta bersama perkawinan seorang suami yang berpoligami, masing-masing 
terpisah dan berdiri sendiri. Seterusnya dalam Pasal 94 KHI dikatakatan bahwa 
pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami suami yang mempunyai istri 
lebih dari seorang sebagai mana yang tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat 
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.8 
Pasal 94 KHI diatas memberikan pengertian bahwa dalam hal seorang laki-
laki yang mempunyai istri lebih dari satu, maka harta bersama yang diperolehnya dari 
perkawinannya tersebut terpisah masing-masing antara istri-istrinya yang berarti tidak 
ada persatuan harta antara harta yang telah ada diantara suami dengan istri pertama 
sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak 
apa-apa atas harta tersebut. Selanjutnya harta bersama antara suami dengan istri 
kedua adalah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan terjadi. Sehingga 
                                                          
7Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, ( Cet. I; Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 1996), h. 244. 
8M. Yahya Harahap,  Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, (Cet. I; Jakarta, 
Pustaka Kartini, 1990), h. 312. 
76 
 
harta yang telah ada sebelumnya dengan istri pertama menjadi hak mutlak antara istri 
pertama dengan suami.9 
Tetapi dengan adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 
Peradilan Agama maka penjelasan mengenai harta bersama perkawinan poligami 
menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara tersebut yang penjelasannya 
sebagai berikut:  
1. Perkara harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari seorang telah 
diatur  oleh Pasal 94 KHI tetapi mengandung ketidak adilan karena dalam 
keadaan tertentu dapat mrugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh 
karenanya pasal tersebut harus dipahami.  
2. Dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan 
perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan 
istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan 
perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih trikat 
prkawinan dengan istri pertama dan istri kedua, demikian pula halnya sama 
dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri 
ketiga dan keempat.  
3. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang dipruntukkan 
terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, prabotan rumah 
                                                          
9Drs. Mahmuddin S.H, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, “Wawancara” 




tangga, dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, 
dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama.10   
Pengaturan harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam didahului oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung 
tanggal 10 Sebtember 1958 Reg. No. 248/k/ Sip/1958 yang menyatakan bahwa 
terhadap harta bersama dalam perkawinan maka bahagian suami istri masing-masing 
mendapat ½ dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. 
Dengan adanya pengaturan harta bersama oleh Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah 
Agung maka secara tidak langsung hak-hak antara suami istri terjamin dan 
mensejajarkan kedudukan antara suami istri dimata hukum.  
2. Pembagian harta bersama perkawinan poligami  
Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang 
menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. 
Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Cerai Mati. 
Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami 
istri karena meninggalnya suami atau istri. Pembagian harta bersama untuk 
kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI 
                                                          
10 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ( 
Edisi Revisi; Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Pradilan Agama, 2010), h. 138. 
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Pasal 96 ayat 1 bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta 
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian 
salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu 
agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu 
dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara 
hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 2, 
yakni pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang 
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.  
b. Cerai Hidup. 
Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara 
mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-
masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, yakni jika 
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-
masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi 
umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, 
sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdata. 
Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai 
hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian 
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harta bersma ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada 
perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam 
Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta 
bersama. Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain 
Islam adalah berdasarkan KUHPerdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, 
Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara 
suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan 
tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu 
diperoleh. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri 
bersecerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak 
berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97. Apabila dicermati lebih 
lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun 
KUHPerdata sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta 
bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian 
harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus 
menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan. Sedangkan dalam 
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama dijelaskan 
bahwa pembagian harta bersama suami yang beristri lebih dari seorang dan 
terjadi perceraian maka pembagiannya adalah untuk istri pertama ½ dari 
harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 
1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama 
dan istri kedua, ditambah ¼ dari harta bersama yang diperolh suami bersama 
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istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama 
yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga,kedua, dan pertama. 
Perhitungan ini juga berlaku pada perkawinan poligami yang putus karena 
kematian.11 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama 
berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka 
pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Di samping 
itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk 
menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau 
barang-barang yang menjadi hak suami atau istri. Hal yang sama diperkuat dalam 
KHI Pasal 136 ayat 2. Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua 
kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, 
pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama 
dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing 
pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama 
                                                          
11Drs. Mahmuddin, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, “Wawancara” 




perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil 
perkawinan ini.12 
Setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan, Mahkamah Agung 
mengeluarkan beberapa  putusan yang yurisprudensinya berkaitan dengan harta 
bersama perkawinan poligami. Salah satu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 112 
K/DPT/1990 Tanggal 28 April 1993. 
Dalam Yurisprudensi ini terlihat bahwa Mahkamah Agung mengambil suatu 
putusan yang dapat dijadikan hukum terhadap penyelesaian kasus harta bersama 
dalam perkawinan poligami. 
Berikut perkara harta bersama perkawinan poligami tersebut: 
Besse Rawe yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dali anaknya 
yang dibawah umur yang bertindak sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat I, III-
Pembanding I, III Melawan I Bengnga termohon Kasasi dan  
7. Kadir Kamma 
8. I Sube 
9. Siti Rapa 
10. Jaya 
Kesemuanya para termohon kasasi dahulu Tergugat II, IV, V, dan VI.  
Duduk perkaranya adalah: 
                                                          
12Drs. Mahmuddin S.H, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, “Wawancara” 




Termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para 
pemohon kasasi dan para turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di 
muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang. Pada pokoknya atas dalil-dalil suami 
penggugat asli bernama La Deru telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua 
orang istri yaitu Penggugat asli sebagai istri ke II dan tergugat asli sebagai istri ke III. 
Dalam perkawinannya tersebut penggugat asli memiliki 3 orang anak yaitu 
tergugat asli IV, V, VI, sedangkan tergugat asli sebagai istri ketiga menurunkan satu 
orang anak yaitu tergugat asli III. Selain meninggalkan istri dan anak-anak tersebut 
Laderu juga meninggalkan harta berupa: 
1. Satu mesin penggilingan padi bersama gudangnya. 
2. Sebidang tanah seluas 30x50 meter 
3. Sebidang tanah perumahan  
4. Uang hasil penjualan satu unit mesin pecah kulit sejumlah Rp. 13.000.000 
5. Dua buah batu permata 
Kira-kira satu tahun yang lalu setelah Laderu meninggal tergugat asli telah 
kawin lagi dan harta-harta dalam gugatan tetap dikuasainya sampai sekarang tanpa 
menghiraukan hak-hak penggugat asli dan anak-anaknya selaku ahli waris almarhum 
Laderu. Penggugat asli telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara 
damai tetapi tidak dihiraukan oleh para tergugat asli dan bahkan tergugat asli telah 
menjual 1 unit mesin penggilingan bersama gudangnya kepada tergugat asli ini. 
Oleh karena itu untuk menjamin keseluruhan harta peninggalan milik 
almarhum maka penggugat asli memohon kepada Pengadilan Negeri untuk 
83 
 
meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut. Terhadap gugatan tersebut 
Pengadiln Negeri telah mengambil keputusan yaitu putusannya tanggal 20 Oktober 
1988 yang dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 
Pihak tergugat tidak menerima keputusan tersebut lalu mengajukan banding 
ke Pengadilan Tinggi yang dengan keputusannyatanggal28 Oktober 1989 Nomor 
408/Pdt/1989/Pt. Menetapkan antara lain: 
a. Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari 
tergugat I, II, III Pembanding tersebut 
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 November 1988 Nomor 
2/Pdt/G/PN. 
c. Menghukum Tergugat I, II, III/ Pembanding untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- 
Sesudah keputusan ini diberitahukan kepada tergugat I dan II Pembanding 
maka pada tanggal 12 Januari 1990 mereka mengajukan permohonan kasasi kepada 
Mahkamah Agung, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung antara lain 
menyebutkan: 
a. Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, 
dengan alasan tersendiri, Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar 
terbukti harta terperkara merupakan perolehan bersama antara Laderu 
dengan tergugat asal I, namun penggugat asal sebagai istri ke II ikut berhak 
atas harta perolehan bersama tersebut. Pertimbangan dan putusan yang 
seperti itu hanya mengandung saling pertentangan tetapi juga merupakan 
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kesalahan penerapan hukum in casu harta terperkara merupakan bagian 
perolehan bersama dalam perkawinan poligami. Maka sesuai dengan maksud 
pasal 37 jo pasal 37 Undang-undang Perkawinan serta sebagaimana yang 
diterapkan oleh Yurisprudensi, dalam perkawinan poligami, masing-masing 
harta perolehan bersama terpisah berdiri sebdiri antara suami istri dengan 
istri-istrinya. Dalam hal ini harta perolehan bersama anatara Laderu dengan 
penggugat asal terpisah berdiri sendiri dengan harta perolehan bersama 
laderu dengan tergugat asal I sebagai istri ke III, dan masing-masing harta 
perolehan tersebut menjadi hak istri dengan anak-anaknya dengan 
penerapan: 
1. Apabila suami meninggal, harta perolehan bersama antarasuami istri 
dengan masing-maing istri dibagi dua 
2. Setengah yang menjadi hak istri, jatuh kepada istri, sedang yang 
setengah yang menjadi bagian suami, jatuh menjadi harta warisan bagi 
seluruh ahli waris. 
Kalau begitu telah terbukti dan dapat disimpulkan bahwa harta sengketa 
adalah harta perolehan bersama antara Laderu dengan tergugat asal 1. Dengan 
demikian cara penyelesaian yang tepat menurut hukum dan keadilan adalah.. 
- ½ dari harta terperkara menjadi hak sepenuhnya tergugat asal 
- ½ bagian yang menjadi hak Laderu menjadi harta bersama Laderu yang 
dibagi waris antara penggugat asal dengan seluruh ahli waris. 
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b. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986, yang bersangkutan akhirnya 
Mahkamah Agung dalam Pokok Perkara: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat bagian subsidair 
2. Menyatakan objek sengketa point 1,2,4 adalah harta perolehan bersama 
antara Laderu dengan tergugat I, sehingga ½ bagian dari harta tersebut 
jatuh menjadi hak bagian tergugat I dan bagian ½ bagian lainnya menjadi 
bagian seluruh ahli waris Laderu tersebut. 
3. Menyatakan batal demi hukum perikatan jual beli ojek sengketa point 1 
antara tergugat dengan tergugat II.13 
Dari putusan tersebut diatas maka dapat diambil analisa bahwa harta bersama 
atau warisan antara para istri dalam poligami apabila seorang pria berpoligami maka 
harta bersama yang diperolehnya dengan masing-masing istrinya harus dipisahkan 
satu sama lain. Artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama harus 
dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua. Demikian juga 
harta yang diperoleh dengan istri ketiga harus dipisahkan. 
Jika pihak suami telah meninggal dunia maka harta bersama dengan pihak 
istri pertama dibagi menjadi dua bagian yaitu setengah bagian menjadi hak suami 
almarhum yang jatuh kepada semua ahli warisnya (para janda-janda dengan seluruh 
                                                          
13 Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tentang harta bersama. 
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anak-anaknya). Cara pembagian seperti ini diperlakukan pula kepada harta bersama 
dengan istri kedua, ketiga, dan keempat. 
Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar penyelesaian harta bersama 
perkawinan poligami sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan damai, karena 
menurut ketentuan seorang suami jika berpoligami harus dapat berbuat adil terhadap 
semua istrinya baik dalam hal materil maupun kasih sayang. Sehingga rumah tangga 
yang dibentuk menjadi kekal dan bahagia bukan berakhir dengan perceraian ataupun 
sengketa masalah harta bersama.14Berikut salah satu perkara yang diselesaikan di 
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan jalan perdamaian, artinya sebelum 
mengajukan perkara terlebih dahulu dibuat perjanjian antara suami istri dalam Surat 
Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 April 2002 dan Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar memutuskan pembagian tersebut sesuai dengan perjanjian. Hal ini seperti 
dalam Amar putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 
470/Pdt/2001/PA. Makassar antara tuan P sebagai tergugat dan Ny. Hj. R sebagai 
penggugat. Adapun bunyi putusan tersebut adalah mengenai pembagian harta antara 
Tuan P dan Ny.Hj. R yang telah melaksanakan perceraian dan menetapkan 
pembagian garta bersama dengan pembagian tersebut sebagai berikut: 
                                                          
14Drs. H. Lahiya, S.H, M.H., Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 





1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan 
Damai  No.5 Makassar seluas 1.105 M persegi berdasarkan Sertifikat Hak 
Milik No 182, akan dibagi antara pihak pertama dengan pihak kedua dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
2. Tanah seluas kurang lebih 320 M persegi beserta bangunan rumah utama 
yang ada di atasnya akan diserahkan kepada pihak pertama, maka sisanya 
menjadi milik pihak kedua dan di atas sisa tanah tersebu ada 1 (satu) unit 
bangunan rumah tetap menjadi milik pihak kedua. 
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan XX 
Nomor 25 tetap menjadi milik pihak kedua. 
4. Tanah kosong yang terletak di Kelurahan Y yang telah dijual, uang hasil 
penjualannya telah dibagi antara pihak pertama dengan pihak kedua dan 
telah diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama yang masing-masing 
pihak telah menerima sebesar Rp.20.000.000  
5. Kebun seluas 30 Ha yang terletak di desa M Kecamatan S akan diserahkan 
pihak kedua kepada pihak pertama seluas 4 Ha, sedangkan 1 Ha telah 
digantikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan uang sebesar Rp. 
10.000.000 yang telah diterima oleh pihak pertama, kemudian sisa kebun 
kelapa sawit tetap menjadi milik pihak kedua. 
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Berdasarkan putusan tersebut maka dasar dari Majelis hakim memutuskan 
pembagian harta dari perkara tersebut di atas adalah berdasarkan surat perjanjian 
perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. 15 
Dari penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam pembagian harta bersama 
dalam  perkawinan poligami. Kendala-kedala yang ditemukan adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak 
ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu 
harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam 
perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. 
Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta 
bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 
seorang, masingmasing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan 
pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 
isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan 
yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan 
perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta 
bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini menurut penulis akan menjadi 
hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah 
pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabilapenentuan 
                                                          
15 Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar 
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harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada 
ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, 
dapat diuraikan sebagai berikut:  
Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan 
tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. 
Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, 
dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan 
tanah tersebut di atas di instansi yang berwenang, kemudian diterbitkan 
sertipikat tanah atas namanya. Tanggal diterbitkannya sertipikat tanah 
tersebut adalah dalam perkawinan yang kedua, maka apabila mengacu 
kepada Pasal 94 ayat (2) di atas sebidang tanah dan rumah tersebut di atas 
adalah harta bersama dari perkawinan yang kedua, walaupun sejatinya harta 
tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat 
bertentangan dengan asas keadilan, walaupun secara pembuktian formil 
harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua. Dalam konteks 
inilah menurut penulis hakim perlu menggali lebih jauh dalam melakukan 
pembuktian materiil adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan 
benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. 
2. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dalam bentuk 
tanah berbidang-bidang atau satu bidang yang luas, sangat sulit menentukan 
bagian masing-masing, tanah yang berbeda-beda letaknya akan kesulitan 
membagi separohnya, jika sudah dibagi biasanya salah satu pihak ada yang 
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merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka 
langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali 
ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah 
tersebut. 
3. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dapat berupa benda 
berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi 
benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sedangkan 
harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 
Dalam praktik, apabila terdapat harta bersama yang berwujud yang meliputi 
benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, untuk 
memudahkan pembagian harta bersama yang berwujud tersebut, maka 
kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu.16 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian harta bersama 
dilakukan berdasarkan Nash Al-Qur’an, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 
1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam 
D. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam 
Menyelesaikan Harta Bersama Perkawinan Poligami  
Setiap putusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh 
semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut 
                                                          
16Drs. Nahiruddin Malle, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar, 




procedural justice, juga didasarkan pada prinsip utamanya yaitu aturan-aturan atau 
norma-normayang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang dikenal 
sebagai legal justice (putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi 
ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan legitimasi).17 
Pedoman bagi seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada 
sebuah perkara pidana maupun perdata tentunya berdasarkan pada Legal Justice 
dengan menempatkan hukum sebagai hukum (law is law). Prinsip filosofis ini sesuai 
dengan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
Masyarakat sering kali dibingungkan dengan putusan Hakim yang saling 
berbeda dengan putusan Hakim ditingkat pertama dengan keputusan hakim ditingkat 
banding dan kasasi untuk sebuah perkara yang sama, padahal didasarkan pada 
procedural justice dan legal justice. Melihat pada keputusan yang berbeda ini maka 
dapat menimbulkan suatu penilaian bahwa aspek moralitas yang menggambarkan 
nilai-nilai keadilan dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kearifan Hakim dalam 
mengambil keputusan sebagai aparat negara dalam melaksanakan tugasnya msih 
tidak sama. 
Moralitas dalam sebuah putusan Hakim merupakan dasar yang penting untuk 
menempatkan putusan itu sebagai sebuah kewibawaan hukum di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga peran dan kedudukan Hakim dapat berada di tempat  yang 
                                                          
17 Gayus Lumbuun, Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia, ( Cet. I; Jakarta, Business 
Information Service, 2004), h. 132. 
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layak, karena hukum adalah apa yang dilakukan Hakim di pengadilan dan dapat 
dilihat dari putusan hakim tersebut.18  
Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan 
berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang 
memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang berdasarkan 
Undang-undang Pembuktian: 
1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat 
formil dan materil. 
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. 
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. 
4. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.19 
Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan 
perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi 
yang objektif dan rasional pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau 
dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. 
 Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya, apa saja 
yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai 
dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan. 
                                                          
18Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H, M.H, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA 
Makassar, “Wawancara” Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar Tanggal 16 Mei 2012. 
19M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan putusan pengadilan, ( Cet. I; Jakarta, Sinar Grafika, 20050, h. 809. 
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penerapan hukum terhadap harta 
bersamaberdasarkan nash-nash Al-Qur’an, Undang-undang Nomor 1 Tahun1974, 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. 
Dengan pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur harta bersama di atas maka 
penyelesaian harta bersama dapat diselesaikan. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan 
Agama Klas IA Makassar menyatakan bahwa menyelesaikan perkara harta bersama 
para Hakim Agama ini merujuk pada nash-nash Al-Qur’an, Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Kompilasi 
Hukum Islam dan BUKU II ( Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama sebagai terapan dan hukum positif di Pengadilan Agama.20 
Berikut contoh putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar : 
PUTUSAN 
Nomor: 348/Pdt.G/2010/PA Mks. 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan 
dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:  
                                                          
20Dra. Bannasari, Hakim Madya Pengadilan Agama Klas IA Makassar, “Wawancara” Kantor 




Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu 
rumah tangga, tempat kediaman di Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh 
AHMAD YANI bin JALIL, ayah kandung AYUASINI binti A. YANI, beralamat di 
Dusun xx Desa P, Kecamatan A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 
40/SK/VII/2010/Mks. tanggal Mei 2010; Selanjutnya disebut: Penggugat; 
M E L A W A N 
Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 
Wiraswasta, tempat kediaman di XX; Selanjutnya disebut: Tergugat; Pengadilan 
Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar 
keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di 
persidangan; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini 
sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor: 320/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 26 
September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
M E N G A D I L I 
Sebelum memutus perkara: 
1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah 
penaksiran (aestimatoir) dengan rumusan sumpah sebagai berikut: “Wallahi, 
Demi Allah, saya bersumpah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk 
Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD telah 
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dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu 
rupiah)”; 
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan 
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir; 
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah penaksiran 
tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Makassar di luar hadirnya Tergugat; 
Menimbang, bahwa setelah mengucapkan sumpah penaksiran (aestimatoir) 
Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan 
gugatannya serta tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mohon kepada 
Majelis agar perkaranya diputus; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk 
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari putusan ini; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 
diuraikan dalam duduk perkara di atas; 
Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat telah 
meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas; 
Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dalam persidangan dan terhadap 
gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada 
sidangsidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 
secara resmi dan patut; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh 
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah harta bersama Penggugat dan 
Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 
143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 baik 
Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim 
Mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H dan Penggugat dan Tergugat telah membuat 
Surat Kesepakatan tertanggal 8 Juli 2010, ditandatangani oleh Penggugat dan 
Tergugat di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta Hakim Mediator 
tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa hal-hal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah 
sebagai berikut: 
1. Posita Penggugat angka 2 point (a); 
2. Posita Penggugat angka 2 point (f); 
3. Posita Penggugat angka 2 point (g); 
4. Posita Penggugat angka 2 point (h); 
5. Posita Penggugat angka 2 point (i); 
6. Posita Penggugat angka 2 point (j); 
7. Posita Penggugat angka 2 point (n); 
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8. Posita Penggugat angka 2 point (o); dan 
9. Posita Penggugat angka 2 point (q); 
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 1: Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat sebagaimana harta 
yang disengketakan pada posita angka 2 point (a) dengan uang sebesar 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Penggugat bersedia 
menerimanya; 
Pasal 2:Tergugat bersedia membagi dua harta bersama sebagaimana yang 
disebut pada posita angka 2 point (f) dan (m), karena hasil penjualan 
karet tersebut mencapai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh 
karena itu Tergugat akan memberikan setengahnya kepada Penggugat 
sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat 
bersedia menerimanya; 
Pasal 3:Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mempermasalahkan lagi 
sebagaimana yang disebut pada posita angka 2 point (g), karena biaya 
membuat akta kelahiran anak tersebut adalah semata-mata untuk 
kepentingan anak; 
Pasal 4: Penggugat tidak mempermasalahkan lagi sebagaimana yang disebut 
pada posita angka 2 point (h), karena antara Penggugat dan Tergugat 
telah sepakat bahwa yang akan terus membayar utang piutang ke bank 
BRI tersebut adalah Tergugat; Pasal 5: Penggugat dan Tergugat 
sepakat sebagaimana yang disebut pada posita angka 2 point (i), bahwa 
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1 (satu) unit lemari plastik tersebut dibagi 2, oleh karena Harga lemari 
tersebut ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sekarang lemari 
tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat bersedia memberikan 
untuk lemari tersebut kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp. 
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat bersedia 
menerimanya; 
Pasal 6: Penggugat dan Tergugat sepakat sebagaimana tersebut pada posita 
angka 2 point (j), bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat 
mempunyai 2 (dua) unit mesin penyedot air merk Sanyo, oleh karena 
kedua mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat bersedia 
memberikan 1 (satu) mesin penyedot air tersebut kepada Penggugat 
dengan cara dijual bersama-sama dan uang hasil penjualannya tersebut 
diberikan kepada Penggugat; 
Pasal 7: Penggugat dan Tergugat sepakat sebagaimana yang disebut pada posita 
angka 2 point (n) dan (o), bahwa Tergugat bersedia memberikan 
nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bualannya sesuai 
dengan kemampuan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak 
mempermasalahkan lagi masalah nafkah anak; 
Pasal 8: Penggugat dan Tergugat sepakat membagi 2 lahan dari GBS seluas 2 
Ha yang terletak di Dusun xx Desa P Kecamatan A Kabupaten P 
tersebut sebagaimana yang disebut pada posita angka 2 point (q) 
dengan cara dijual bersama-sama dan hasilnya dibagi 2, satu bagian 
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untuk Penggugat dan satu bagian lagi untuk Tergugat; Pasal 9: bahwa 
mengenai tehnik pembayaran sebagaimana hal-hal yang telah 
disepakati diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak; 
Bahwa hal-hal yang belum disepakati adalah sebagai berikut: 
1. Posita Penggugat angka 2 point (b); 
2. Posita Penggugat angka 2 point (c); 
3. Posita Penggugat angka 2 point (d); 
4. Posita Penggugat angka 2 point (e); 
5. Posita Penggugat angka 2 point (k); 
6. Posita Penggugat angka 2 point (l); 
7. Posita Penggugat angka 2 point (n); 
Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah 
membuat Surat Kesepakatan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim 
sepakat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat 
Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 6.000,- 
(enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Hakim Mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H 
tertanggal 8 Juli 2010; 
Menimbang, bahwa dengan telah adanya Surat Kesepakatan tersebut maka 
Pengadilan menghukum kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan isi 
kesepakatan tersebut; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan 
bahwa yang masih menjadi persoalan dalam perkara ini adalah harta bersama 
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Penggugat dan Tergugat yang belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu 
berupa mengisi toko campuran yang disebutkan secara rinci oleh Penggugat dengan 
biaya keseluruhan sebesar Rp. 7.793.100,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga 
ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type King warna 
biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD yang didalilkan Penggugat telah dijual oleh 
Tergugat dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap harta bersama 
Penggugat dan Tergugat berupa mengisi toko campuran dengan biaya keseluruhan 
sebesar Rp. 7.793.100,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus 
rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah 
mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotocopy nota-nota pembelian isi toko campuran 
yang dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak dan setelah Majelis 
pelajari ternyata bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena ada yang tidak 
menyebutkan identitas dan ada yang tidak menyebutkan tanggal (waktu pembayaran), 
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1878 ayat (2) KUH Perdara bukti 
tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan dan tidak mencapai batas 
minimal pembuktian oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti dan 
mesti dibantu dengan alat bukti yang lain; 
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah 
menghadirkan 2 (dua) orang saksi akan tetapi keduanya tidak dapat mendukung isi 
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gugatan Penggugat karena saksi pertama hanya mengetahui keberadaan toko 
campuran sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sama sekali; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya atas harta 
bersama Penggugat dan Tergugat berupa mengisi toko campuran dengan biaya  
keseluruhan sebesar Rp. 7.793.100,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu 
seratus rupiah), oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk ditolak; 
Menimbang, bahwa selain mengisi toko campuran, Penggugat juga menuntut 
harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk 
Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD yang didalilkan 
Penggugat telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus 
ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatannya tersebut Penggugat 
mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotocopy nota yang oleh Majelis Hakim dinilai 
hanya sebagai bukti permulaan tulisan sehingga harus didukung oleh bukti yang lain 
dan di samping itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang 
membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada harta bersama berupa sepeda 
motor Yamaha King yang telah dijual oleh Tergugat namun saksi-saksi tidak 
mengetahui harga penjualannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim 
menyimpulkan   bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan haknya atas barang 
tersebut karena Penggugat dapat membuktikan barang tersebut sebagai harta bersama 
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Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa barang 
tersebut dijual oleh Tergugat dengan harga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat 
yaitu sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan jabatannya 
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1942 KUH Perdata dapat membebankan kepada 
Penggugat untuk mengucapkan sumpah penaksiran (aestimatoir) dan karenanya 
melalui Putusan Sela Nomor: 348/Pdt.G/2010/PA Mks. tanggal 16 Nopember 2010 
Majelis Hakim telah membebankan sumpah penaksiran (aestimatoir) kepada 
Penggugat yang isinya bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 
King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD telah dijual oleh Tergugat 
dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dan Penggugat telah 
mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang; 
Menimbang, bahwa dengan sumpah penaksiran (aestimatoir) yang telah 
diucapkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 
telah melengkapi bukti yang dibutuhkan untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap 
harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk 
Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD yang didalilkan 
Penggugat telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus 
ribu rupiah), sehingga pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atas 
harta tersebut telah dianggap cukup; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat 
telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap harta bersama berupa 1 (satu) 
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unit sepeda motor merk Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD 
x3xx LD yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta 
seratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan 
gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda 
motor merk Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD 
sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) sebagai harta bersama 
Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; 
Menimbang, bahwa oleh karena hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor 
merek Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi DD x3xx LD sebesar Rp. 
7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) telah ditetapkan sebagai harta bersama 
Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat maka 
Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh hasil penjualan 1 
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type King warna biru tahun 2003 No. Polisi 
DD x3xx LD sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut kepada 
Penggugat; 
Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar 
barangbarang yang dimohon Penggugat sebagai harta bersama yang dikuasai oleh 
Tergugat untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) namun pada 
kenyataannya Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung 
permohonannya tersebut maka permohonan sita Penggugat patut ditolak; 
Menimbang, bahwa mengenai harta bersama selain 2 (dua) obyek sengketa 
yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang belum disepakati oleh Penggugat 
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dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan Penggugat dan 
Tergugat tertanggal 8 Juli 2010 oleh karena Penggugat menyatakan di depan 
persidangan bahwa yang masih menjadi persoalan tinggal 2 (dua) obyek sengketa 
tersebut dan pengakuan tersebut dinilai sebagai bukti yang sifatnya sempurna dan 
mengikat maka harta bersama yang didalilkan Penggugat selain 2 (dua) obyek 
sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan bidang perkawinan 
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada 
Penggugat;  
Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat 
Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 
6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Hakim Mediator Drs. Muh. 
Arief Musi, S.H tertanggal 8 Juli 2011; 
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Surat Kesepakatan 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 6.000,- 
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(enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Hakim Mediator Drs. Muh. Arief 
Musi, S.H tertanggal 8 Juli 2010 tersebut; 
4. Menetapkan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 
King Nomor Polisi DD x3xx LD sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus 
ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi 
dua antara Penggugat dan Tergugat; 
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh hasil penjualan sepeda 
motor Yamaha King tersebut kepada Penggugat; 
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 
771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 November 2010 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 3 Sya`ban 1431 Hijriah oleh kami  Majelis Hakim sebagai 
Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. Drs.Syahidal dan Drs. Faizal, 
M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga 
dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan 
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh                                                                                          






Hakim-Hakim anggota                                                KETUA MAJELIS                                                
 
  
         Drs. Syahidal    Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. 
 
        Drs. Faisal, M.H.                                                      Panitera Pngganti 
 
                                                                                          Dra. Hj. St. Hafiah 
Perincian biaya: 
1. Pendaftaran = Rp. 30.000,- 
2. Biaya Proses = Rp. 30.000,- 
3. Panggilan: P = 1 X Rp. 85.000,- = Rp. 85.000,- 
T = 7 X Rp. 85.000,- = Rp. 595.000,- 
4. Redaksi = Rp. 5.000,- 
5. Meterai = Rp. 6.000,- 





                                                          




P U T U S A N 
NOMOR : 40/Pdt.G/2011/PA. Mks. 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: 
PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan swasta 
(dagang), bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan XX, Kota Makassar, sebagai 
Penggugat; 
MELAWAN 
TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 
Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan XX, Kota Makassar, sebagai 
Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas 
perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar 
keterangan Penggugat, dan Tergugat serta para saksi; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara 
lisan bertanggal 3 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Makassar dengan register perkara nomor 40/Pdt.G/2011/PA Mks. Bermaksud 




1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 1989 di Makassar telah terjadi 
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Urusan 
Agama Makassar sesuai Buku Kutipan Akta nomor : 15/I/1989 tanggal 27 
Juli 1989; 
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat 
dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
16/Pdt.G/2010/PA Mks., sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 26/AC/2010/PA 
Mks., tanggal 11 Mei 2010; 
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 
(satu) orang anak, yaitu Muh. Fauzi, laki-laki, lahir di Makassar pada Tahun 
1990; 
4. Bahwa anak yang dimaksud pada poin 3 telah menikah dan belum 
mempunyai anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat; 
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta 
bersama berupa : 
a. Sebidang tanah perumahan dengan luas 396 M2 (Tiga ratus sembilan 
puluh enam meter persegi) dengan sertifikat Buku Tanah Hak Milik 
Nomor : 851 atas nama Tergugat yang terletak di Jalan M RT.03/RW.III, 
Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Makassar. 
Dengan batas-batas sebagai berikut : 
- sebelah utara : jalanan; 
- sebelah barat : tanah bapak Anwar; 
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- sebelah selatan : bangunan Mesjid; 
- sebelah timur : jalanan. 
b. Sebuah rumah batu di atas tanah tersebut berukuran 3 x 5 M (tiga kali 
lima meter); 
c. Kios tempat jualan sembako berukuran 3 x 5 M (Tiga kali lima meter); 
6. Bahwa harta bersama yang dimaksud pada poin 5 sejak perceraian sampai 
dengan diajukannya gugatan ini sertifikat asli di kuasai Tergugat walaupun 
telah beberapa kali Penggugat ataupun anak Penggugat meminta supaya apa 
yang menjadi bagian hak Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat; 
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat 
dan autentik, mohon mengambil kepututsan yang dapat dijalankan terlebih 
dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi; 
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad 
baik, mohon seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan menurut hukum; 
Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, 
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar C.q. Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : 
Primair : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara 




3. Menetapkan pembahagiaan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 
sesuai hukum yang berlaku; 
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat 
atas bagian harta bersama tersebut; 
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada 
perlawanan, banding dan kasasi; 
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini 
sesuai hukum yang berlaku; 
Subsidair : 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; 
Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan 
Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan; 
Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah mengupayakan 
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dalam perkaranya 
bahkan telah dimediasi oleh. Drs. H. Syaharuddin, S.H, M.H, dan Dra.Hj. Fatimah 
Adam, S.H, akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh 
majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya ketua majelis menyatakan memulai 
pemeriksaaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan 
Penggugat dengan tambahan sebagai berikut : 
1. Bahwa Tergugat memiliki tanah perumahan XX kota Makassar; 
2. Bahwa Tergugat memiliki tanah perumahan di depan Masjid XX; 
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3. Bahwa kios yang dibangun di atas tanah sengketa adalah hasil usaha anak 
Penggugat dari suami pertama Penggugat; 
4. Bahwa rumah batu yang ditempati Penggugat adalah hasil usaha anak 
Penggugat dari suami pertama Penggugat; 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan 
jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui semua isi gugatan 
Penggugat tersebut kecuali dalam tambahan gugatan Penggugat yaitu : 
1. Bahwa tanah perumahan di XX adalah tanah kontrakan dari pemerintah Kota 
Makassar 
2. Bahwa tanah di depan Masjid XX Makassar adalah pemberian dari pengurus 
masjid kepada Tergugat sebagai pengurus masjid; 
3. Bahwa kios dan rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah sengketa 
oleh anak Penggugat dari suami pertama Penggugat, Tergugat tidak 
mempermasalahkan, hanya tanah dan rumah batu termasuk harta bersama, 
dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai hukum yang 
berlaku. 
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan 
replik dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai hukum yang 
berlaku; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 
telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : 
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1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 
474..4/24958 tanggal 13 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Distrik Makassar, bukti P.1; 
2. Foto copy Sertifikat Tanah/Buku Tanah Nomor 851 tanggal 30 April 1997 
atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Makassar, bukti P.2; 
3. Foto copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 
26/AC/2007/PA.Mks tanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama Makassar, bukti P.3; 
Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai lengkap dan 
terhadap surat bukti P.1 sampai bukti P.3, Penggugat membenarkan dan Tergugat 
menerimanya; 
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah 
menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut: 
1. SAKSI I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami pertama, sedangkan 
Tergugat adalah ayah tiri saksi; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi tidak ingat kapan 
perceraian Penggugat dan Tergugat; 
- Bahwa saksi sekarang tinggal di sebelah utara rumah yang ditempati 
Penggugat di atas tanah tersebut; 
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- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan sudah ada sebelum 
bercerai Penggugat dengan Tergugat; 
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah 
rumah batu, kios dan sebuah rumah semi permanen; 
- Bahwa saksi menyatakan kios dan rumah semi permanen dibangun oleh 
saksi, akan tetapi saksi tidak ingat kapan dibangun; 
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dimaksud, sebelah utara jalanan, 
sebelah timur jalanan, sebelah selatan Mesjid dan sebelah barat rumah 
Anwar; 
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya damai antara 
Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan harta tersebut; 
2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi 
anak Penggugat dari suami pertama Penggugat, sedangkan Tergugat adalah 
ayah tiri saksi; 
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai, tetapi 
tidak ingat kapan bercerai; 
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta 
selama perkawinan kedua pihak; 
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- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan 
Penggugat dan Tergugat adalah tanah perumahan yang di atasnya dibangun 
rumah kayu, kios dan rumah semi permanen; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli dan berapa 
harganya; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah, kios dan rumah semi 
permanen; 
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah dimaksud, sebelah utara jalanan, 
sebelah timur jalanan, sebelah selatan Mesjid dan sebelah barat rumah 
Anwar; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat 
membenarkan dan Tergugat menerimanya; 
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan pengakuannya telah 
mengajukan saksi-saksinya masing-masing : 
1. SAKSI I, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; 
-Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sebelum 
Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi setelah bercerai Tergugat tidak 
tinggal lagi dengan Penggugat; 




-Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat 
dan Tergugat dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan 
juta rupiah); 
-Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut yaitu 20 x 20 M., 
-Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan 
Tergugat masih suami isteri; 
-Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama 
Tergugat; 
-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun kios dan rumah semi 
permanen di atas tanah tersebut; 
2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; 
-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; 
-Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai satu 
tahun yang lalu; 
-Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat 
adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Felle; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut; 
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut yaitu 20 x 20 M.; 
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Tergugat ketika masih 
dalam status suami isteri; 
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- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama 
Tergugat; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat 
membenarkan dan Penggugat menerimanya; 
Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan mau 
membagi harta bersama tersebut, akan tetapi bahagian Tergugat di atas namakan anak 
Penggugat dan Tergugat (M. Fauzi) yang sekarang tinggal bersama dengan 
Penggugat; 
Menimbang, bahwa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada 
jawaban semula dan mohon diputuskan perkaranya dengan mengenyampingkan 
alasan-alasan Penggugat yang tidak relevan dengan perkara ini; 
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala 
hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana terurai di atas; 
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan 
Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan; 
Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak agar menyelesaikan 
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perkaranya dengan damai bahkan telah di mediasi oleh Drs. H. Syaharuddin, S.H., 
M.H, dan Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H, akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan jawab menjawab 
secukupnya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas; 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah 
mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi 
sebagaimana telah diuraikan di atas, yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat; 
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana 
telah terurai di atas yang tidak dibantah oleh Penggugat; 
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah dalam ikatan 
perkawinan (suami isteri), namun telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 26/AC/2010/PA Mks. tanggal  
11 Mei  2010; 
Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat 
memperoleh harta bersama, setelah terjadinya perceraian harta-harta tersebut belum 
dibagi atau diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat; 
Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat tentang tanah, rumah batu, 
rumah semi pemanent dan kios yang dibangun diatas tanah tersebut, Tergugat tidak 
mempermasalahkan kios yang dibangun anak Penggugat dari suami pertama 
Penggugat, akan tetapi Tergugat memohon agar tanah dan rumah batu yang ditempati 
Penggugat sekarang dibagi menurut hukum yang berlaku; 
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Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mempermasalahkan rumah semi 
permanen yang dibangun anak Penggugat dari suami pertama Penggugat, karena 
Tergugat sendiri yang menyuruh membangun rumah tersebut; 
Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kios dan rumah semi permanen yang 
dibangun anak Penggugat dari suami pertama Penggugat adalah hasil usahanya, akan 
tetapi Tergugat yang memberikan pasilitas seperti sarana listrik dan air; 
Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa 
Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2010 (P.3) dan kedua saksi mengetahui 
kedua pihak telah bercerai satu tahun yang lalu dan mempunyai harta yang diperoleh 
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah perumahan berukuran 20 x 
20 M dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri 
dan sebuah rumah batu dibangun diatas tanah tersebut. Dengan demikian keterangan 
saksi Penggugat menguatkan keterangan Penggugat, maka patut dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat juga mengetahui 
Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mengetahui tanah tersebut di beli ketika 
Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan sebuah rumah batu dibangun di atas 
tanah tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan kedua pihak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta 
para saksi yang diajukan kedua pihak bahwa selama perkawinan antara Penggugat 
dan Tergugat telah memperoleh harta berupa : 
1. Sebidang tanah perumahan terletak di Jln. M RT. 03 RW. III, Kelurahan XX, 
Kecamatan XX, Kota Makassar seluas 396 M2 (Tiga ratus sembilan puluh 
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enam meter persegi) dengan sertifikat Nomor 851 atas nama Tergugat 
dengan batas-batas seperti tersebut di atas, akan tetapi setelah diadakan 
pengukuran ketika pemeiriksaan setempat ternyata tanah tersebut berukuran 
20 M x 20 M2; 
2. Sebuah rumah batu di atas tanah tersebut berukuran 3 X 5 M (Tiga kali lima 
meter); 
Menimbang, bahwa harta bersama tersebut di atas, kedua pihak berperkara 
masing-masing memohon agar dibagi menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
Menimbang, bahwa Penggugat mohon apabila harta tersebut di bagi agar 
bahagian Tergugat di atas namakan anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang 
tinggal bersama, hal itu tidak dapat diterima karena persoalan harta yang diperoleh 
selama perkawinan sebagai harta bersama mempunyai ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 
apabila perkawinan putus karena perceraian, diatur menurut hukumnya masing-
masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam di mana 
janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh 
karenanya pada kenyataan Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka 
pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan 
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keadilan, sebagaimana dalil Syar’i dalam Surat An Nisa/4 : 32 berbunyi sebagai 
berikut : 
◆ ❑☺⧫⬧ ⧫ ⬧   
➔⧫ ◼⧫ ➔⧫   
⧫ ☺ ❑  
◆ ⧫  
⧫⧫  ❑➔⧫◆   
⬧      
 ☺⧫   
Terjemahnya: 
Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi wanita pun 
ada bagian dari apa yang dia usahakan. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai 
di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 5 tidak 
dapat dikabulkan karena dalam hal menjalankan putusan terlebih dahulu harus 
bersifat sangat mendesak, oleh karena dalam perkara ini tidak ada hal yang dipandang 
sangat mendesak, maka permohonan Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih 
dahulu harus dikesampingkan (Dr.Drs.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, Edisi 
Revisi, 2005, h. 123); 
Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama, maka 
kedua pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara 
patut dibebankan kepada kedua pihak, masing-masing separohnya; 
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Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar”i yang 
berkaitan dengan perkara ini; 
 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
2. Menyatakan bahwa harta berupa : 
a. Sebidang tanah perumahan berukuran 20 M x 20 M., terletak di Jln. M 
RT. 03 RW. III, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Makassar seluas 
396 M2 (Tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan sertifikat 
Nomor 851 atas nama Tergugat dengan batas-batas seperti tersebut di 
atas; 
b. Sebuah rumah batu di atas tanah tersebut berukuran 3 X 5 M (Tiga kali 
lima meter); adalah harta bersama; 
3. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari 
harta bersama tersebut; 
4.Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut; 
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 
6. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim 
Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 M, bertepatan 
dengan tanggal 6 Zulhijjah 1432 H, oleh Dra.Hj. Khadijah Rasyid., M.H., ketua 
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majelis serta Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Drs. H. M. Hatta, M.H., masing-masing 
hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut 
dalam siding terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut 
dan Hj. Petraniani, S.H,. panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan 
Tergugat. 
Hakim-Hakim Anggota                                                     Ketua Majelis 
 





Drs.H.M. Hatta, M.H.                                                      Panitera Pengganti 
 
                                                                                             Hj. Petraniani, S.H. 
Perincian biaya: 
1. Biaya Pendaftara : Rp. 30.000,- 
2. Biaya Administrasi : Rp. 250.000,- 
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,- 
4. Redaksi : Rp. 5.000,- 
5. Materai : Rp. 6.000,- 
Jumlah : Rp. 521.000,-22 
Contoh putusan  
P U T U S A N 
Nomor : 0133/Pdt.G/2011/PA. Mks. 
                                                          




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 
putusan terhadap perkara Harta Bersama antara pihak-pihak : PENGGUGAT Umur 
40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal kota 
Makassar, selanjutnya disebut sebagai ‘’PENGGUGAT“; Ia menyatakan tidak 
pandai membaca dan menulis akan tetapi ia hendak mengajukan Gugatan Harta 
bersamat terhadap : 
TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Wiraswasta, 
Tempat tinggal di kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ‘’ TERGUGAT “ ; 
Pengadilan Agama Makassar; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang 
bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di 
persidangan; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 11 Januari 
2011 telah mengajukan gugatan Harta bersama dan telah terdaftar Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Makassar Register No 0133/Pdt.G/2011/PA. Mks, tertanggal 13 
Januari 2011, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut. 
1. Bahawa Tergugat adalah mantan suami Penggugat, menikah pada tahun 
2000, di XX akan tetapi tidak ada kecocokan telah bercerai dengan secara 
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resmi tahun 2010. dihadapan Sidang Pengadilan Agama Makassar dengan 
Akte Cerai Nomor; 33/AC/2010/PA. (foto Copy terlampir) ;  
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 
anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; 1. Anak I Penggugat 
dan Tergugat Umur 22 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 9 
tahun, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat Umur 6 tahun, 4. Anak IV 
Penggugat dan Tergugat Umur 4 tahun, anak-anak tersebut bersama 
Penggugat;  
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga disamping telah 
memperoleh 4 orang anak tersebut diatas, juga ada memperoleh harta berupa 
sebidang pertapakan rumah, yang terletak di Jln XX , Kecamatan XX Kota 
Makassar dengan ukuran: 20 x 4,5 M2. yang dibeli dari Saudara  XX pada 
tanggal 6 Desember 2007, seharga rp. 26.755.000,- ( dua puluh enam juta 
tujuh ratus lima puluh lima ribi rupiah ) dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatas dengan -------. 
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah -------. 
- Sebelah timur berbatas dengan -------- 
- Sebelah barat berbatas dengan jalan umum’ 
4. Bahwa terhadap pertapakan tersebut, telah dibangun oleh Penggugat berupa 
ruko, dan tempat tinggal tahun 2010, setelah terjadi perceraian Penggugat 
dengan Tergugat, terdiri dari atap seng, dinding beton, dan lantai belum siap, 
juga belum pakai pintu,dan biaya pembangunannya adalah biaya Penggugat 
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sendiri, sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhadap 
pengeluaran tersebut, akan Penggugat sampaikan kepada Bapak Majelis 
Hakim, apabila bapak menghendaki : 
5. .Bahwa pertapakan dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat, 
namun Tergugat tetap ingin memperolehnya, dengan jalan mengancam 
Penggugat, dengan pisau, pengancaman tersebut telah Penggugat sampaikan 
kepada Polsek XX, namun dari pihak Polsek menganjurkan penyelesaian 
harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama Makassar; 
6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, Penggugat merasa tidak aman dan 
merasa tidak nyaman, dan selalu diancam Tergugat, dan berkeinginan 
menguasaai harta bersama dan rumah yang telah dibangun oleh Penggugat 
sendiri; 
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua 
Pengadilan Agama Makassar dan Bapak Ketua Majelis yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ; 
a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 
b. Menetapkan harta tersebut diatas dalam poin 3 (berupa pertapakan tanah) 
diatas, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 
c. Menetapkan bagian hak Peenggugat dan Tergugat dari harta tersebut 
dalam poin 3 diatas; 




e. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku; 
f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan 
mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar berdamai dan menyelesaikan 
perkaranya melalui musyawarah keluarga, namun upaya damai tersebut tidak 
berhasil; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis 
Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh 
perdamaian dalam forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Makassar 
dengan seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. Pandi, SH., M.H., namun usaha 
damai tersebut juga tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah dilakukan tidak 
berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat 
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 
tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak hadir di depan 
persidangan ; 
Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dalam 
mengambil suatu keputusan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan 
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alat-alat bukti Penggugat tanpa adanya jawaban Tergugat (replik Penggugat dan 
Duplik Tergugat) ; 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil kebenaran 
gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di depan 
persidangan antara lain sebagai berikut : 
A. BUKTI TERTULIS 
a. Photo copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 
33/AC/2010/PA. Mks., tanggal 13 April 2010, yang dikeluarkan oleh 
Panitera Pengadilan Agama Makassar, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan 
diperiksa sesuai dengan bunyi aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya di 
beri kode P.1 ; 
b. Photo copy Surat Jual Beli yang dilakukan oleh Terggugat dengan sdr. XX 
tanggal, 6 Desember 2007, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan diperiksa 
sesuai dengan bunyi aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri kode 
P.2 ; 
c. Photo Copi kartu Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Sipil Nomor; 1102035709700001, tanggal,13-06-2008, 
selanjutnya diberi kode P.3; 
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, 
Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak Hadir di depan persidangan 
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Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut, Penggugat di 
muka sidang telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar 
keterangannya, yaitu antara lain sebagai berikut ; 
 
B. BUKTI SAKSI-SAKSI 
1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tingal di 
Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat 
ataupun dengan Tergugat, namun kenal dengan Penggugat dan Tergugat 
karena satu kampung/pernah bertetangga ;- 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah 
dikaruniai anak 4 (empat) orang, namun sekitar sebulan yang lalu antara 
Penggugat dan Tergugat telah bercerai dikampung XX 
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, ada mempunyai harta 
bersama yaitu ; Sebidang tanah pertapakan berikut rumah semi 
permanen,atap seng, ukuran 4,5 x 20 m2., sekarang tanah tersebut dikuasai 
oleh Penggugat; 
- Bahwa asal pembelian tanah tersebut sumber uangnya hasil penjualan 
tanah bersama di daerah XX seluas 5 ha. Lalu dibelikanlah pertapakan 
tanah di Jln. XX seluas tersebut diatas; 
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2. Saksi II, Umur 52 tahun,Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Polisi, 
Tempat tinggal di Kota Makassar, telah memberikan keterangan dibawah 
sumpahnya sebagai berikut; 
- Bahwa , Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga 
dekat, bersebelah rumah; 
- Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan 
telah dikaruniai anak 4 (empat ) orang, dan tinggal bersama Penggugat; 
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama 
Makassar sekitar bulan April 2010 yang lalu; 
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mempunyai pertapakan 
rumah terletak di Jln XX Kecamatan XX, Kota Makassar dengan ukuran 
4,5 x 20 m2. dengan harga Rp. 26.700.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus 
ribu rupiah) dari saudara XX 
- Bahwa , rumah sewaktu jual beli dulu semi permanen, dan setelah mereka 
bercerai sekitar bulan April 2010 rumah tersebut direhab, oleh Penggugat 
menjadi permanen; 
- Bahwa keadaan rumah saat ini belum selesai direhab; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di 
atas, Penggugat membenarkannya dan tidak membantah atau menyangkalnya ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan 
mengajukan saksi atau alat-alat bukti yang lain lagi dan cukup dengan apa yang telah 
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diajukan dan disampaikan di depan persidangan serta mohon agar Majelis Hakim 
segera memberikan putusan atas perkara ini ; 
Menimbang, bahwa untuk membantah dan menyangkal atas dalil-dalil 
gugatan Penggugat dan untuk mempertahankan dan menguatkan kebenaran dalil-dalil 
sangkalannya, Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya dan tidak dapat 
didengar 
keterangannya ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Pergugat menyatakan cukup dengan apa yang 
telah disampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan atau disampaikan lagi  
kepada Majelis Hakim melainkan mohon segera putusan ; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan 
setempat (descente) terhadap objek sengketa di Desa XX, Kecamatan XXl, Kota 
Makassar pada tanggal 22 Maret 2010 dengan disaksikan oleh Para Pihak berperkara, 
aparat desa dan aparat kepolisian, ternyata objek sengketa tersebut benar adanya ; 
- Bahwa, posita angka 3 surat gugatan Penggugat yang tercantum adalah : 
-Tapak rumah di Desa XX Kecamatan XX Kota Makassar ukuran lebih kurang 
4,5 x 20 m2. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. XX 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. XX 
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. XX 
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan 
akhirnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana 
gugatannya dan jawabannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan ; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim 
menunjuk segala sesuatu yang terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana 
tercantum dalam berita acara persidangan perkara gugatan harta bersama ini dianggap 
termuat dan tercantum serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 
7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 
3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, 
Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bahwa 
Tergugat berdomisili di wilayah Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum 
Pengadilan Agama Makassar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg. perkara 
ini termasuk dalam kewenangan relatif pngadilan Agama Makassar; 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 
hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat pada hari persidangan pertama hadir 
sedangkan hari sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara 
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sah dan patut, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di 
depan persidangan; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan 
mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai dan menyelesaikan perkaranya 
melalui musyawarah keluarga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, 
Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat untuk menempuh perdamaian 
dalam forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Makassar dengan seorang 
Hakim Mediator bernama Drs. H. Pandi, SH., M.H. , namun usaha damai tersebut 
juga tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil pemeriksaan 
perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan 
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan 
surat gugatan Penggugat sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, demi untuk 
memperoleh keyakinan Majelis Hakim dalam mengampil keputusan terhadap gugatan 
Penggugat, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa replik Penggugat maupun 
duplik Tergugat ; 
Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah 
antara lain sebagai berikut : 
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah menikah pada tahun 
2.000 dan telah bercerai sesuai akte cerai No. 33/AC/2010/PA Mks. ; 
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama yang 
ketikabercerai belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, adapun 
harta bersama dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) 
surat gugatan Pengugat ; 
3. Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut selama masih dalam 
ikatan perkawinan berupa rumah bangunan semi permanen, namun ketika 
terjadi perceraian bangunan rumah tersebut telah dibongkar oleh Tergugat, 
kemudian dibangun atau direnovasi kembali oleh Penggugat dengan 
menghabiskan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari 
uang hasil usahanya seorang diri; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut 
Penggugat telah mengajukan di depan persidangan bukti-bukti yang diberi kode P.1, 
sampai dengan P.3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-
masing bernama : Saksi I, dan Saksi II ; 
Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas baik yang telah 
diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;- 
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat tersebut, 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu 
apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah berstatus suami-isteri yang sah dan 
telah bercerai sebagaimana yang didalilkan di atas ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan 
keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta bukti P.3, Penggugat dan Tergugat 
adalah suami-isteri sah yang menikah di Desa XX Kecamatan XX Kota Makassar 
tahun 2.000, dengan tatacara agama Islam terpenuhi rukun dan syarat pernikahan dan 
telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar dengan Akta Cerai Nomor : 
33/AC/2010/PA.Mks tanggal 13 April 2010, maka terbukti Penggugat dan Tergugat 
adalah suami-isteri sah dan telah bercerai. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah benar objek sengketa sebagaimana terdapat pada poin 3 (tiga) surat gugatan 
Penggugat adalah harta bersama ; - 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) jo. pasal 92 Kompilasi 
Hukum Islam harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan 
perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpamempersoalkan 
terdaftar atas nama siapa serta suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak 
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 85 jo. pasal 86 jo. pasal 87 Kompilasi 
Hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 
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olehnya dan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya serta 
masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas 
hartanya tersebut ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat 
yang menyatakan tidak mengetahui secara pesis dari mana asal uang pembelian 
pertapakan rumah tersebut, tetapi mengetahui bahwa pembelian pertapakan/rumah 
semi permanen tersebut pada masa Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
telah ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya khususnya pada posita 
3 (tiga), dengan demikian petitum huruf (b) patut dinyatakan diterima ; 
Menimbang, bahwa dengan diterimanya petitum huruf (b) Penggugat di atas, 
Majelis Hakim memandang bahwa objek pada posita angka 3 (tiga) harus dinyatakan 
sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; 
Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita angka 3 (tiga) adalah harta 
bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, 
sehingga berdasarkan pasal 283 jo. pasal 284 R.Bg jo. pasal 54 Undang-undang 
Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undangundang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-undang 
Nomor : 50 tahun 2009, gugatan tentang harta bersama telah terbukti, karenanya 
gugatan Penggugat pada Petitum huruf (c) telah dapat dikabulkan ; 
Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut selama 
masih dalam ikatan perkawinan berupa rumah bangunan semi permanen, namun 
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ketika terjadi perceraian bangunan rumah tersebut telah dibongkar oleh Tergugat, 
kemudian dibangun atau direnovasi kembali oleh Penggugat dengan menghabiskan 
biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang hasil usahanya 
seorang diri, dengan demikian Majelis Hakim memandang harta bersama Penggugat 
dan Tergugat adalah berupa tanah pertapakan yang ukuran dan batas-batasnya 
sebagaimana telah diuraikan di atas ; 
Menimbang, bahwa namun demikian agar pihak Penggugat tidak dirugikan 
Majelis Hakim perlu menetapkan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta 
rupiah) yang digunakan Penggugat untuk membangun dan merenovasi kembali objek 
terperkara yang telah dibongkar oleh Tergugat di atas tanah pertapakan perkara a quo 
dari uang hasil usahanya sendiri yang digunakannya untuk berteduh atau bertempat 
tinggal dirinya dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian dari Tergugat adalah uang 
milik Penggugat yang harus dipisahkan dari harta bersama tersebut ; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan 
setempat (descente) terhadap objek sengketa di Desa XX Kecamatan XX Kota 
Makassar pada tanggal 22 Maret 2011 dengan disaksikan oleh Para Pihak berperkara, 
ternyata objek sengketa tersebut benar adanya, yaitu sebagaimana tercantum pada 
duduk perkara di atas ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan 
sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini harta-harta bersama 




Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau 
duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut, 
dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak 
memperoleh ½ (seperdua) dari harta-harta bersama sebagaimana tersebut di atas ; 
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata 
Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut 
hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk 
sebahagian dan para pihak yang berperkara masing-masing mendapatkan bagian dari 
harta bersama sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Penggugat 
dan Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini 
secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng ; 
Mengingat akan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 
283 R.Bg. dan segala pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku serta dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; - 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 
2. Menetapkan sah menurut hukum harta bersama antara Penggugat dan 
Tergugat yaitu berupa ; Tanah dan rumah di Jln xx, Kecamatan xx Kota 
Makassar ukuran 4,5 x 20 meter2, dan dengan batas-batas, sebagi berikut :- 
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah sdr xx 
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum; 
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- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah sdr xx 
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah sdr xx 
3. Menyatakan biaya pembangunan rumah permanent sebagaimana tersebut 
pada angka dua diatas sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) 
adalah uang milik Penggugat, 
4. Menetapkan bagian Penggugat ½ (setengah) dan Tergugat ½ (setengah) dari 
hartabersama tersebut di atas pada poin 2. diatas; setelah dikurangi biaya 
pembangunan obyek tsb. Sebagaimana pada poin 3 diatas; 
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-
masing kepada Penggugat atau Tergugat dari harta bersama tersebut di atas, 
apabila pembagian tsb. Tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan 
dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan poin 4 diatas; 
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.280.000,- ( Dua juta dua ratus delapan puluh ribu 
rupiah) secara tanggung-menanggung ; 
Demikian penetapan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari 
Kamis tanggal 08 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 
1433 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari Drs. H. 
Lahiya, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mahmuddin S.H, dan 
Drs. Kamaruddin sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis 
tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 
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para Hakim Anggota tersebut serta sebagai Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag Panitera 
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; 
      Hakim Anggota                                                              Ketua Majelis 
 
 Drs. Mahmuddin, S.H                                                     Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. 
                                                                           
   Drs. Kamaruddin                                                          Panitera Pengganti 
 
                                                                              Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- 
2. Biaya Proses : Rp. -50.000 
3. Panggilan : Rp. 500.000,- 
5. Redaksi : Rp. 5.000,- 
6. Materai : Rp. 6.000,- 
Jumlah Rp. 581.000,-23 
Dari ketiga contoh putusan perkara harta bersama diatas penulis berpendapat 
bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Makasssar dalam memutuskan perkara telah 
sesuai dengan Undang-undang dan KHI serta merujuk kepada BUKU II (Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Diharapkan Pengadilan 
                                                          
23 Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar  
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Agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga peradilan yang berbasis 






1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih 
dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta 
bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya 
akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari 
suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersamayang 
dimilikinya bersaman dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak 
atas harta bersama bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka 
berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama 
tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap 
harta bersama istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam 
perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. 
Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 86 Kompilasi Hukum 
Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta 
suami dan istri karena perkawinan. 
2. Pengadilan Agama Klas IA Makassar  merupakan pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai 
perkara tertentu yang diatur adalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009. 
3. Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar dalam memutus Perkara yang 
diajukan oleh pencari keadilan berdasar pada ketentuan perundang-
undangan, KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama.  
B.   SARAN 
Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun 
hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami 
dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti 
perlindungan hukum bagi hak anakanak Pembagian harta perkawinan poligami tidak 
semudah dalam perkawinan monogami.  
Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan 
poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, 
yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian 
harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib 
anakanak hasil perkawinan poligami ini.  
Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami 
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